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PUTUSAN

NOMOR 595/PDT/2018/PT.BDG.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dibawah ini dalam perkara antara :

SRI HASTUTI, Umur 53 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat
di Jalan Krakatau Blok A, No.1 Rt.008 F@Q,
Kelurahan Jakasampurna, Keca ekasi

Barat, Kotamadya Bekasi Propin wq Barat;
Dalam hal ini memberi a kepada,
HASOLOAN LUMBAN TA%S.H., Advokat/
Konsultan Hukum %? Kantor Hukum®
HASOLOAN MA ﬁARTNERS”, berkantor
di Jalan Bu @Blok G 5 No.11 Mustika
éekasi, Propinsi Jawa Barat

Jaya, t
berdaéx) Surat Kuasa Khusus No.
ff§@

07 dt.Bth/HMP/1X/2018. tanggal 3
‘%ember 2018; selanjutnya disebut sebagai
?@ mbanding semula Pembantah,;
\ Lawan:

1 @I}n Keuangan Republik Indonesia, Cq Direktorat Jendral
‘% Kekayaan Negara, cq Kantor Pelayanan
Q) Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi Jalan
Q Sersan Aswan No.8 D Bekasi; selanjutnya di
sebut sebagai Terbanding | semula Terbantah I;

2. PT. Bank Victoria Internasional, Tbk, Cabang Permata Hijau,
Komp. ITC Permata Hijau Blok E No.17, Jalan

Letjend Soepono Arteri Peremata Hijau, Jakarta

Selatan, Cq Kantor Pusat di Panin Tower Lt.25,

Senayan City, Jalan Asia Afrika Lat.19 Jakarta

Pusat; selanjutnya disebut sebagai Terbanding

Il semula Terbantah II;
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3. Notaris Sininayati Iskandar,S.H., beralamat kantor di Jalan
Jatiwaringin No.46, Pondok Gede, Kota Bekasi,
Propinsi Jawa Barat;selanjutnya disebut sebagai
Terbanding Ill semula Turut Terbantah I;

4. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, berkedudukan hukum di
Jalan Chairil Anwar No.25 Kota Bekasi, Propinsi
Jawa Barat; selanjutnya disebut sebagai

Terbanding IV semula Turut Terbantah II;

Pengadilan Tinggi tersebut ; 6

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ba nggal 19
Desember 2018 Nomor 595/PEN/PDT/20$. G. tentang
penunjukan Majelis Hakim yang memeriks?@
antara kedua belah pihak tersebut diata%

2. Surat  Penunjukan oleh Panit@ngadilan Tinggi Bandung

tanggal 19 Desember 2018 N@? /PDT/2018/PT.BDG. tentang
penunjukan Panitera Pen i,dalam perkara tersebut;

3. Surat Penetapan Kem&u is Pengadilan Tinggi Bandung tanggal
24 Desember omor 595/PEN/PDT/2018/PT.BDG. tentang

Penetapan hari\Sidang dalam perkara tersebut;

engadili perkara

4. Berkas w dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri
Bekas or 736/Pdt.Bth/2017/PN.Bks. tanggal 29 Agustus 2018

@Nurat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut;

%(‘ TENTANG DUDUK PERKARA
Q engutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 736/Pdt.Bth/2017/PN.
Bks. tanggal 29 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Pembantah dalam surat gugatannya tertanggal
27 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bekasi pada tanggal 28 Desember 2017 dengan Register Perkara Nomor
736/Pdt.Bth/2017/PN.Bks pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:
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1. Bahwa, pada tanggal 2 September 2013, Terbantah Il telah menyetujui
memberikan fasilitas kredit kepada Pembantah, sebagaimana Surat
Terbantah 1l dengan Surat No : 011/OL-PMH/IX/13 perihal Fasilitas Kredit
TLKM, yaitu Jenis dan Flafond Fasilitas TLKM sebesar Rp. 4.000.000.000,-
(empat milyar rupiah). ( Bukti P - 1)

2. Bahwa untuk wujud pemberian fasilitas kredit dimaksud pada poin 1 di atas,
Pembantah dan Terbantah Il telah membuat dan mengikat Perjanjian
Kredit di hadapan Turut Terbantah |, sebagaimana dituangkan dalam *
Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan “ dalam Akta No. 01 , pada
tanggal 05 September 2017. (Bukti P — 2) 6

3. Bahwa, adapun jaminan kredit Pembantah dalam perkara a q4o h

a. Tanah berikut bangunan Sertifikat H ak Mili SHM) No.
7165/Jakasampurna, seluas 137 M2, a/n. Nyonya Q
di JI. KH. Noer Ali (Kalimalang) Ruko Tuna ‘%8 M, Kelurahan
Jakasampurna, Kecamatan Bekasi %m& Jawa Barat (
Bukti P -3) %

b. Tanah berikut bangunan @@Hak Milik  (SHM) No.

stuti, terletak

a/n Nyonya Sri Hastuti , terletak

7166/Jakasampurna, seluas
di JI. KH Noer Ali (Ka& uko Tunas Plaza 8 N, Kelurahan
tan B

Jakasampurna, Keca kasi Barat, Propinsi Jawa Barat. (Bukti

P-4)
4. Bahwa jangka waktu fa kredit Pembantah yang diberikan Terbantah I
adalah 5 ( Ilma) atau 60 (enam puluh ) bulan, terhitung mulai dari
tanggal 5 S 2013 sampai dengan tanggal 5 September 2018 .

5. Bahwa lasan satu dan lain hal, dimana usaha Pembantah

@esuhtan tidak berjalan sesuai harapan sehingga berdampak

icilan/angsuran kredit Pembantah kepada Terbantah II, oleh

@anya Pembantah mohon keringanan Cicilan/Angsuran Pinjaman Kredit
suai dengan kondisi dan keuangan Pembantah saat ini.

6. Bahwa hingga sampai saat ini, jumlah Cicilan/Angsuran pinjaman Kredit
yang telah diangsur oleh Pembantah kepada Terbantah Il adalah sebesar
Rp. 1.127.828.947 .- (satu miliyar seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus
dua puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah), dan
hingga saat ini berdasarkan surat yang dikirim oleh Terbantah Il total
tunggakan Pinjaman Pembantah sebesar Rp. Rp. 3.401.326.901,- ( tiga
milyar empat ratus satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus
satu rupiah). (Bukti P — 5)
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7. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2016, Pembantah mengirim surat kepada
Terbantah Il yang pada intinya permohonan untuk keringanan pembayaran
angsuran kredit Pembantah , namun permohonan tersebut tidak mendapat
tanggapan yang positif dari Terbantah Il. (Bukti P — 6)

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2016, Pembantah mengirim
surat juga kepada Terbantah Il dalam rangka untuk meminta “ Keringanan
Pembayaran Angsuran pinjaman Kredit Pembantah”, dengan pertimbangan
karena usaha Pembantah  sedang dalam kondisi tidak berjalan baik,
namun hal ini tidak ditanggapi pula oleh Terbantah Il. (Bukti P -7)

9. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Oktober 2016, Pembantah at
surat dari Terbantah | yaitu Surat No. 470/DOK-SP/BMP/X/2 ang :
“Pemberitahuan Lelang atas objek sengketa saat ini aka ukan dalam
waktu dekat’, berdasarkan Surat Perintah Kerja (S % 182 /RMD-
EKS/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016 dari Terbant ‘%ukti P-8)

10.Bahwa ternyata Pembantah mendapat Sura%hritahuan Eksekusi
Lelang Hak Tanggungan atas Tanah berik nglnan diatasnya tertanggal
10 Februari 2017 dari Terbantah @ isinya Terbantah | akan
melaksanakan eksekusi Lelang a Qbek sengketa pada hari Senin,
tanggal 6 Maret 2017, namu % itu tidak ada peminat lelang, dan
berhubung pula Pemba ta@ melakukan upaya hukum dengan

lelang untuk melindungi kepentingan hukum

mengajukan gugatan ba

Pembantah sendiri

hanya
pen n
elgks

gaimana amanat dari Peraturan Petunjuk
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
berbunyi : bahwa lelang yang akan dilaksanakan

dengan permintaan Penjual atau berdasarkan

au Putusan dari lembaga peradilan. Selanjutnya dalam Pasal
%(1) ditegaskan pula : dalam hal terdapat gugatan sebelum
%?) anaan lelang eksekusi terhadap objek hak tanggungan dari pihak lain
lain debitur/tereksekusi, suami atau isteri debitur /tereksekusi yang terkait
kepemilikan , lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan
tidak dapat dilaksanakan. (Bukti P -9)
11.Bahwa selanjutnya sebagaimana dalam Pasal 52 Peraturan Bl No.
14/15/PB/2012 tentang Penilaian Kwalitas Aset Bank Umum , berbunyi :

Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang

memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit;
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b. Debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu
memenuhi kewajibannnya setelah kredit direstrukturisasi .

12.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia No.
14/15/PB/2012 tentang Penilaian Kwalitas Aset Bank Umum tersebut di
atas, melihat kondisi dan keadaan yang dialami oleh Pembantah masuk
dalam kategori b. Yaitu : Debitur masih memiliki prospek usaha yang baik
dan dinilai mampu memenuhi kewajibannnya setelah kredit direstrukturisasi,
menjadi alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo
untuk mengabulkan permohonan Pembantah.
oo

13.Bahwa dalam Yurisprudensi ada dikenal exeptio non

contractus, yaitu suatu penemuan hukum oleh hakim, etiap
perjanjian timbal balik dianggap ada suatu azas bahwa belah pihak
satu tidak

harus sama-sama melakukan kewajibannya, dan pih
boleh mengatakan kepada pihak lawannya telah % sedangkan di lain

hal tidak menyadari telah melalaikan kewajib%. alam perkara a quo,
Pembantah telah berulangkali mengirim t képada Terbantah Il untuk

memberikan keringanan pembayaran uran kredit dan atau pengajuan

Restrukturisasi utang oleh Pemb , ) hamun tidak ditanggapi oleh
Terbantah |II, artinya Terbant ‘%pat dianggap telah lalai tidak
menanggapi keberatan yan 8@6 Pembantah.

14.Bahwa selanjutnya dal asal 1266 ayat (4) KUH Perdata, dalam

jlka syarat batal tidak dinyatakan dalam

perjanjian timbal b

persetujuan, haki leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan

Pembantah, Q:l}ikan sesuatu jangka waktu tertentu untuk masih juga
memenuli jlbannya yang dikenal dengan istilah terme de grace.

15.Bahw @/ata hingga sampai saat ini, Pembantah juga belum

ndapatkan hasil penilaian dari appraisal untuk menilai jaminan

%%an Pembantah yang menjadi objek sengketa sebelum pelaksanaan
I&lang oleh Terbantah I, sebagai acuan nilai jual jika nantinya objek
sengketa akan tetap dilelang, akan merugikan Pembantah karena nilai
asset jaminan pinjaman Pembantah jauh lebih tinggi nialinya dari nilai
pinjaman yang diberikan oleh Terbantah II.

16. Bahwa begitu pula, untuk membuktikan etikat baik dan tanggung jawab atas
pinjaman Pembantah, pada tanggal 23 Desember 2016 Pembantah
mengajukan Permohonan “Pengajuan Restrukturisasi utang” kepada
Terbantah Il, namun tidak ada juga tanggapan dari Terbantah Il. (Bukti P —
10)
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17. Bahwa sebagai bukti etikat baik dan tanggung jawab Pembantah atas
pinjamannya terhadap Terbantah I[I, Pembantah meminta keringanan
angsuran /cicilan  pokok pinjaman dan bunga sebesar Rp. 45.000.000,-
(empat puluh lima juta rupiah) per-bulan.

18. Bahwa disamping Pembantah melalui suratnya untuk meminta keringanan
pembayaran angsuran pinjaman kepada Terbantah I, Pembantah juga
sedang berusaha untuk menjual asset Pembantah yang lain yang tidak
ada hubungannya dengan perkara a quo untuk pelunasan pinjaman
Pembantah.

19. Bahwa Pembantah sebagai pemilik sangat dirugikan nanti

tetap akan dilakukan lelang eksekusi oleh Terbantah | ata

Terbantah Il terhadap Tanah berikut bangunan Sertifika

No. 7165/Jakasampurna, seluas 137 M2, a/n. Nyonya Ski

di JI. KH. Noer Ali (Kalimalang) Ruko Tunas Plaza ‘%

Kecamatan Bekasi Barat, Propinsi Jawa 8%?

bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No@&d asampurna, seluas 130
o

stuti, terletak
. Jakasampurna,
n Tanah berikut

M2, a/n Nyonya Sri Hastuti , terletak er Ali (Kalimalang) Ruko

Tunas Plaza 8 N, Kel. Jakasampug amatan Bekasi Barat, Propinsi

Jawa Barat. x

20. Bahwa untuk menghindari e@y masalah baru yang akan dialami oleh
Pembantah, menginga nya etikat baik dari Pembantah akan
menyelesaikan dengan ra pinjaman Pembantah kepada Terbantah II,

maka terlebih@; dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim

Pengadilan
bentuk u%

sela terlebih dahulu sebelum adanya putusan akhir
men @rkara ini.

ekasi untuk menjatuhkan putusan provisi dalam

g minan atas Tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.
65/Jakasampurna, seluas 137 M2, a/n. Nyonya Sri Hastuti, terletak di JI.
KH. Noer Ali (Kalimalang) Ruko Tunas Plaza 8 M, Kel. Jakasampurna,

21.% eh karena itu, Pembantah sebagai pemilik sah mohon meletakkan

Kecamatan Bekasi Barat, Propinsi Jawa Barat, dan Tanah berikut
bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7166/Jakasampurna, seluas 130
M2, a/n Nyonya Sri Hastuti , terletak di JI. KH Noer Ali (Kalimalang) Ruko
Tunas Plaza 8 N, Kel. Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Propinsi
Jawa Barat.

22. Bahwa karena dalam proses berperkara saat ini, supaya terhadap Turut
Terbantah Il untuk tidak menerbitkan surat-surat dalam bentuk apapun
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terhadap objek sengketa, tidak terbatas untuk balik nama atas objek
sengketa.

23. Bahwa mengingat gugatan Pembantah ini cukup beralasan dan didukung
pula oleh alat-alat bukti yang sah, maka Pembantah juga mohon Putusan
Uitvoerbaar Bij Voorraad.

24. Bahwa karena gugatan bantahan ini timbul karena perbuatan  yang
dilakukan oleh Terbantah | dan Terbantah Il serta Turut Terbantah | dan II,
maka layak  dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya

yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dan beralasan yuridis (niet redenem omkleed) serta p
yang cukup menurut hukum tersebut, DEMI TEGAKNYA
KEADILAN, maka dengan segala kerendahan hati PEMB
dengan hormat kehadapan YANG MULIA MAJELIS H
PERKARA YTH agar sudi kiranya berkenan memeriksa da
aquo serta memutuskan dengan diktum sebagai b%?»

engadili perkara

DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada Terba {D dan Terbantah Il untuk
“Menghentikan dan atau Membatalkan ksanaan Lelang” atas Tanah
Berikut Bangunan Sertifikat Hak %ﬂ) No. 7165/Jakasampurna, seluas
137 M2, a/n. Nyonya Sri Hastuti, t ak di JI. KH. Noer Ali (Kalimalang) Ruko

Tunas Plaza 8 M, Kel. Jakas na, Kecamatan Bekasi Barat, Propinsi Jawa
Barat, dan Tanah b%{ bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.
7166/Jakasampurn %92 130 M2, a/n Nyonya Sri Hastuti , terletak di JI. KH
Noer Ali (Kali a@?uko Tunas Plaza 8 N, Kel. Jakasampurna, Kecamatan

Bekasi Bar ,%si Jawa Barat, sampai adanya putusan yang berkekuatan

hukum te ngenai perkara ini ( inkracht van gewijde ).
D ROKOK PERKARA :
PRWJA

1. Menerima alasan gugatan bantahan dan mengabulkan seluruh bantahan
Pembantah ;
Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang jujur dan beritikat baik ;
Menyatakan Pembantah adalah pemilik sah atas :
A. Tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.7165
/Jakasampurna, seluas 137 M2, a/n. Nyonya Sri Hastuti, terletak di JI.
KH. Noer Ali (Kalimalang) Ruko Tunas Plaza 8 M, Kel. Jakasampurna,

Kecamatan Bekasi Barat, Propinsi Jawa Barat.
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B. Tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.7166
/Jakasampurna, seluas 130 M2, a/n Nyonya Sri Hastuti , terletak di JI.
KH Noer Ali (Kalimalang) Ruko Tunas Plaza 8 N, Kel. Jakasampurna,
Kecamatan Bekasi Barat, Propinsi Jawa Barat.

4. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan atas :

1) Tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.7165
/Jakasampurna, seluas 137 M2, a/n. Nyonya Sri Hastuti, terletak di JI.
KH. Noer Ali (Kalimalang) Ruko Tunas Plaza 8 M, Kel. Jakasampurna,

Kecamatan Bekasi Barat, Propinsi Jawa Barat.

2) Tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) 6
/Jakasampurna, seluas 130 M2, a/n. Nyonya Sri Hastuti, di Jl.
KH Noer Ali (Kalimalang) Ruko Tunas Plaza 8 N, Ke asampurna,

Kecamatan Bekasi Barat, Propinsi Jawa Barat.
5. Memerintahkan kepada Terbantah Il, untuk m ‘% Restrukturisasi
permohonan pembayaran angsuran / Cicilan bunga pinjaman
Kredit Pembantah sebesar Rp. 45.000.000 p%puluh lima juta rupiah )

per-bulan hingga sampai lunas;

6. Memerintahkan Turut Terbantah é@ untuk tunduk pada putusan

perkara ini;

7. Menyatakan putusan in ij Iankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij
vooraad) meskipun ada atau banding;

8. Membebankan bla ra yang timbul dalam perkara ini secara
tanggung rente e ada Terbantah | dan Terbantah |l serta Turut
Terbantah | d@

SUBSIDAIR.:

Je|IS Hakim Pemeriksa Perkara YTH. berpendapat lain,

mohon putusan yang sebaik-baiknya ( naar goede justitie recht

Pe n
d@éu putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum ( ex aequo
et b

Menimbang, bahwa atas Bantahan dari Pembantah, Kuasa Terbantah |
telah menanggapinya dengan mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 4

April 2018 yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

Bahwa Terbantah | dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Pembantah,

kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.

1. Eksepsi Terbantah | Untuk Dikeluarkan Sebagai Pihak.
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1.1. Bahwa dapat Terbantah | tegaskan, sesuai dengan Surat
Pernyataan dari PT Bank Victoria International Tbk (in casu
Terbantah 1l) tanggal 16 Januari 2017 pada poin 4 (empat)
dinyatakan bahwa PT Bank Victoria International Tbk menjamin
dengan ini membebaskan Pegawai dan Pejabat Lelang dari
KPKNL yang berwenang, PT Balai Mandiri Prasarana dan
pemenang lelang baik sekarang maupun dikemudian hari terhadap
segara gugatan atau tuntutan yang timbul baik perdata maupun
pidana sebagai akibat pelelangan obyek Hak Tanggungan
tersebut. é

1.2. Bahwa berdasarkan poin 4 (empat) Surat Pernyata ksud,

telah jelas bahwa Terbantah Il akan menjamin eftanggung

jawab sepenuhnya serta membebaskan pihak®pi erkait dalam
permasalahan objek perkara a quo, kRususpnya Terbantah I,
terhadap segala gugatan atau tuntut timbul sebagai akibat
pelaksanaan lelang objek perkar quoyHal ini didasarkan pada
Pasal 17 ayat (2) Pera enteri Keuangan Nomor:

27/PMK.06/2016 yang me utkan bahwa, “Penjual bertanggung
Jjawab terhadap gu% rdata dan/atau tuntutan pidana yang

timbul akibat tidak dipéguhinya peraturan perundang-undangan di
bidang lelang njuarl’.

1.3. Bahwa berd

sepatut jelis Hakim yang memeriksa perkara a quo

n uraian tersebut di atas, maka sudah

me rkan Terbantah | sebagai pihak dalam perkara.

B. DALAM«B&;UK PERKARA :
1. \Q‘lal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas mohon
at dianggap sebagai satu kesatuan dengan pokok perkara ini dan

Q engan tegas Terbantah | menolak seluruh dalil Penggugat baik dalam
posita maupun petitum gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang secara
tegas telah diakui kebenarannya.

2. Bahwa Pembantah pada surat gugatannya dalam Provisi yang
memerintahkan kepada Terbantah | untuk menghentikan dan atau
membatalkan pelaksanaan lelang atas tanah berikut bangunan SHM
No. 7165/Jakasampurna seluas 137 M2 atas nama Nyonya Sri Hastuti
terletak di JI. KH. Noer Ali (Kalimalang) Ruko Tunas Plaza No. 8 M
Kelurahan Jakasampurna, kecamatan Bekasi Barat, Propinsi Jawa

Barat, dan SHM No. 7166/Jakasampurna seluas 130 M2 atas nama
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Nyonya Sri Hastuti, terletak di JI. KH. Noer Ali (Kalimalang) Ruko Tunas
Plaza No. 8 N Kelurahan Jakasampurna, kecamatan Bekasi Barat,
Propinsi Jawa Barat, keduanya berada dalam satu hamparan dan dijual
dalam satu paket, tidak dapat Terbantah | penuhi karena Lelang telah
dilaksanakan sesuai dengan Jadwal Lelang yaitu pada tanggal 06 Maret
2017 dan Tidak ada Penawaran sedangkan Surat Gugatan dari
Pembantah tertanggal 27 Desember 2017.

3. Bahwa pelaksanaan lelang tersebut diatas adalah berdasarkan

permohonan lelang dari dari PT Bank Victoria International Tbk melalui
surat nomor: 018/RMD-EKS/01/2017 tanggal 16 Januari 20 7@al

Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dan onan
Pengantar SKPT.
Hal ini sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Peratura ri Keuangan

Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk\P ksanaan Lelang

(selanjutnya disebut PMK 27/PMK.06/20

yang akan melakukan penjualan barang 1e;%/e/ang melalui KPKNL,

harus mengajukan surat permoho g dengan disertai dokumen

persyaratan lelang kepada K @PKNL untuk meminta jadwal

pelaksanaan lelang.” \%
A

4. Bahwa permohonan lel g diajukan oleh dari PT Bank Victoria

berbunyi: “Penjual

International Tbk m
UUHT sehingga d

an lelang hak tangggungan sesuai Pasal 6
n persyaratannya mengacu pada Pasal 6 ayat
(5) Peratura ektur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017
tentang xTeknis Pelaksanaan Lelang, yang berbunyi:

a.d u?» yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat
rmphonan lelang terdiri dari:

1) salinan/fotokopi Perjanjian Kredit;
QQ) 2) salinan/fotokopi  Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta
Pemberian Hak Tanggungan;
3) fotokopi sertifikat hak atas tanah yang dibebani Hak
Tanggungan;
4) salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitor
yang harus dipenuhi;
5) salinan/fotokopi bukti bahwa:
a) debitor wanprestasi, antara lain surat surat peringatan;
b) debitor telah pailit, berupa:
i. putusan pailit; dan
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ii. salinan Penetapan/keterangan tertulis dari Hakim
Pengawas atau Berita Acara Rapat Kreditor yang
ditandatangani oleh Kurator dan Hakim Pengawas yang
berisi dimulainya keadaan insolvensi; atau

c) debitor merupakan Bank Dalam Likuidasi (BDL), Bank

Beku Operasional (BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha

(BBKU), atau Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional

(BPPN);

6) surat pernyataan dari kreditor selaku Pemohon Lelang yang
ig%

isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi n

perdata dan/atau tuntutan pidana; dan

7) salinan/fotokopi Laporan penilaian/penaksir: u)dokumen

ringkasan hasil penilaian/penaksiran ya uat tanggal
penilaian/penaksiran, dalam hal r%rlmlt kurang dari

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar r
8) salinan/fotokopi Laporan pe au dokumen ringkasan
hasil penilaian yang me @ al penilaian, dalam hal nilai

limit paling sedikit Rp 0 000,00 (satu miliar rupiah);
b. dokumen yang bersifat ng disampaikan pada saat sebelum
pelaksanaan lelang te

1) salinan/fot surat pemberitahuan rencana pelaksanaan

lelang k debitor oleh kreditor, kecuali debitor Hak
n adalah Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku
ional, Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN.

lam hal pemilik jaminan bukan debitor maka pemberitahuan
6 rencana pelaksanaan lelang juga disampaikan kepada pemilik

jaminan;
QQ) 2) bukti pengumuman lelang;

3) SKT/SKPT dalam hal objek yang dilelang berupa tanah atau
tanah dan bangunan;

4) salinan/fotokopi Laporan Penilaian atau dokumen ringkasan
hasil penilaian yang memuat tanggal penilaian, dalam hal
bank kreditor akan ikut menjadi Peserta Lelang; dan

5) Asli surat pernyataan yang dibuat oleh Notaris dalam hal bank
kreditor akan ikut menjadi Peserta Lelang (Akta de

Command).
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5. Bahwa atas permohonan lelang dari dari PT Bank Victoria International
Tbk tersebut, Kepala KPKNL Bekasi telah mengeluarkan Surat Nomor
S-391/WKN.08/KNL.02/2017 tanggal 21 Januari 2017 hal Penetapan
Jadwal Lelang yang berisi bahwa lelang akan dilaksanakan pada hari
Senin tanggal 06 Maret 2017 pukul 09.30 (WIB) bertempat di KPKNL
Bekasi, Jalan Sersan Aswan No. 8D, Bekasi. Hal ini sesuai dengan
Pasal 24 PMK 27/PMK.06/2016 yang berbunyi: “waktu pelaksanaan
lelang ditetapkan oleh Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II.”

6. Bahwa Penjual/Pemohon Lelang dalam hal ini dari PT Bank Victoria
International Tbk bertanggung jawab terhadap keabsaha @

dokumen persyaratan lelang, penyerahan baran

kepemilikan, gugatan perdata maupun pidana dan t
jika terjadi ketidakabsahan barang serta dokumen%e

n )Jganti rugi
ratan lelang.
Hal ini sesuai dengan Pasal 17 ayat ( dan (3) PMK
27/PMK.06/2016 yang berbunyi:
Pasal 17 ayat (1) %
Penjual bertanggung jawab te a@@: a. Keabsahan kepemilikan
barang; b. Keabsahan dok persyaratan lelang; c. Penyerahan
barang bergerak dan/a ‘%wg tidak bergerak; dan d. Dokumen
kepemilikan kepad l’%dan e. Penetapan nilai limit.
Pasal 17 ayat (2
Penjual bertar%g jawab terhadap gugatan perdata dan/atau
tuntutan 4Qi yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan
perur@dangan di bidang Lelang oleh Penjual.
as?ﬁ ayat (3)
enjual bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap
%erugian yang timbul, dalam hal tidak memenuhi tanggungjawab

QQ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena ketidakabsahan
barang dan dokumen persyaratan lelang.

7. Bahwa permohonan lelang hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-
Undang Hak Tanggungan (UU HT) yang dimohonkan oleh dari PT Bank
Victoria International Tbk telah disertai dengan surat dan dokumen yang
diperlukan sehinggga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang,
maka berdasarkan alasan tersebut Terbantah | tidak berwenang
menolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakan
penjualan lelang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 PMK
27/PMK.06/2016 yang berbunyi: “Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang
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Kelas Il tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan
kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan
telah memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang.” Hal ini
berarti Terbantah | harus melaksanakan lelang tersebut.

8. Bahwa dengan demikian, lelang eksekusi hak tanggungan yang

dimaksud oleh Penggugat telah terjadi dan dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi tidak ada

Penawaran, oleh karena itu Terbantah | bukanlah pihak yang relevan
untuk digugat dalam perkara ini.

9. Bahwa keharusan Terbantah | untuk membayar uang paksa

perkara merupakan gugatan yang mengada-ada dan tidak

Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh P
mengada-ada, tidak beralasan dan tidak sesuai fakta hukum
yang ada maka sudah sepatutnya Bantahan ‘r%ah ditolak atau
setidak- tidaknya dinyatakan tidak dapa %(Niet Ontvanklijk
Verklaard). %

Maka, berdasarkan uraian-uraian Jawaban Q@t di atas, Terbantah | mohon
kepada Majelis Hakim Pengadilan N‘% ekasi berkenan memutus sebagai

tah sangat

berikut:

Dalam Eksepsi:

e Menyatakan Eksepsi tah | cukup beralasan dan dapat diterima;
¢ Menyatakan Gu ata bantah tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk
Verklaard).

Dalam Pokok P
e Menela gatan Pembantah seluruhnya atau setidak-tidaknya
@kan gugatan Pembantah tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk
‘%aard)

% enghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara.
abila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya
(Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Bantahan Pembentah tersebut,
Terbantah Il telah mengajukan Eksepsi/jawaban secara tertulis tertanggal 2 Mei

2018 yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI:

GUGATAN PEMBANTAH KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO
OBSCURUM LEBELLUM).
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a. Bahwa PEMBANTAH dalam gugatan bantahan a quo butir 1, 2, 3
pada pokoknya mendalilkan mengakui TERBANTAH Il telah
memberikan fasilitas kredit kepada PEMBANTAH yang dituangkan
dalam Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 01
tanggal 05 September 2013, yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT
TERBANTAH |, vyaitu fasilitas kredit Term Loan (TL) sampai jumlah
pokok setinggi-tingginya Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah),
dengan jaminan yaitu:

1) Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya, termuat dalam
Sertipikat Hak Milik No. 7165/Jakasampurna, seluas 137, A@a
nama Nyonya SRI HASTUTI, terletak di JI. K
(Kalimalang) Ruko Tunas Plaza 8 M, Keluraha

asampurna,
Kecamatan Bekasi Barat, Jawa Barat.

2) Sebidang tanah berikut bangunan dia gﬁtermuat dalam
Sertipikat Hak Milik No. 7166/Jakasa ?ssveluas 130 M2, atas
nama Nyonya SRI HASTUTI, etak” di JI. K.H. Noer Ali

(Kalimalang) Ruko Tunas P\L@%}L Kelurahan Jakasampurna,

Kecamatan Bekasi Barat, rat.
b. PEMBANTAH dalam atan ~a quo butir 13 mendalilkan

&non adimpleti contractus yaitu suatu

hakim, dalam setiap perjanjian timbal balik

Yurisprudensi dikenal

penemuan huku
dianggap ada su
melakuka W
menga@pada pihak lawannya telah lalai, sedangkan di lain hal
T&% H Il tidak menyadari telah melalaikan kewajibannya yang
k

menanggapi surat PEMBANTAH yang mohon diberikan

as bahwa kedua belah pihak harus sama-sama

ibannya dan pihak yang satu tidak boleh

i
inganan pembayaran angsuran kredit dan atau pengajuan
Q@Restrukturisasi hutang, artinya TERBANTAH Il dianggap telah lalai
tidak menanggapi keberatan PEMBANTAH.
Dalil PEMBANTAH tersebut kabur dan tidak jelas serta saling
bertentangan karena disatu sisi mendaliikan PEMBANTAH adalah
nasabah TERBANTAH IlI, yang mendapatkan fasilitas kredit dari
TERBANTAH IlI, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Dengan
Memakai Jaminan No. 01 tanggal 05 September 2013, yang dibuat
oleh dan dihadapan TURUT TERBANTAH |, Notaris di Bekasi adalah

sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya
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i.c. mengikat PEMBANTAH dan TERBANTAH II, sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Namun disisi lain, tindakan TERBANTAH Il yang mengajukan
Permohonan Eksekusi Lelang terhadap tanah jaminan hutang
PEMBANTAH, justru PEMBANTAH dalilkan tidak beralasan karena
TERBANTAH Il telah melalaikan kewajibannya yang tidak menanggapi
surat PEMBANTAH yang mohon diberikan keringanan pemt@an

angsuran kredit dan atau pengajuan Restrukturisasi hutang.

Dalil PEMBANTAH tersebut kabur dan tidak jelas 4ar saling

bertentangan. Hal ini karena tindakan TERBAN @ melakukan

permohonan Eksekusi Lelang terhadap ta i

PEMBANTAH telah PEMBANTAH akui ad% sarkan ketentuan
ia

nan hutang

Pasal 2 ayat 3 Jo. Pasal 11 Akta Perjanj
Jaminan No. 01 tanggal 05 September 3, yang dibuat oleh dan
dihadapan TURUT TERBANTAH | ad ah dan mengikat para pihak ,
i.c. mengikat PEMBANTAH da TAH II.

edit Dengan Memakai

Pasal 2 ayat 3 Akta Perjaﬁg& edit Dengan Memakai Jaminan No. 01
tanggal 05 Septemb 3, yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT
TERBANTAH | yan ntukan jangka waktu fasilitas kredit Pinjaman
Term Loan (T@p i jumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah)
60 (enam ulan, sejak tanggal 5 September 2013 dan karenanya
akan be iflharus sudah dibayar lunas oleh PEMBANTAH kepada
T A H Il selambat-lambatnya pada tanggal 5 September 2018.

% BANTAH yang wanprestasi membayar kewajiban hutangnya kepada
Q RBANTAH Il tersebut, sebagaimana ketentuan pasal 11 dari Akta
Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 01 tanggal 05
September 2013, yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERBANTAH
I, yang sah mengikat PEMBANTAH dan TERBANTAH telah ditentukan
dalam pasal 11 bahwa apabila PEMBANTAH tidak membayar hutangnya
maka TERBANTAH |l berhak dan dapat mengakhiri Perjanjian Kredit
sesuai Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 01 tanggal
05 September 2013 tersebut, serta TERBANTAH Il berhak menuntut

pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah

Halaman 15 dari 50 halaman dari Putusan Nomor 595/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terhutang oleh PEMBANTAH, jika terjadi salah satu sebab antara

lain;

1) bila sesuatu jumlah hutang pokok atau bunga atau lain-lain jumlah
yang terhutang berdasarkan Perjanjian Kredit yang dikeluarkan
menurut ketentuan dalam pasal 3 diatas ini, tidak dibayar lunas pada
waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit,
dalam hal mana lewatnya waktu saja merupakan bukti yang sah dan
cukup PEMBANTAH telah melalaikan kewajibannya.

keuangan PEMBANTAH, bonafitasnya dan solvabilitasny

1) bila semata-mata menurut pertimbangan TERBANTAH Il keadaan
éuyur

sedemikian rupa sehingga PEMBANTAH tidak dap ayar

hutangnya lagi.
2) bila PEMBANTAH oleh karena apapun juga mengg@n usahanya.
Jangka waktu pembayaran hutang tersebuf ti ’k berlaku_mutlak,

meskipun PEMBANTAH diwajibkan unt ayar kembali kepada
terhutang berdasarkan

TERBANTAH |l setiap jumlah ua an
fasilitas kredit Pinjaman terse esSpai jangka waktunya, tetapi

t
ketentuan Pasal 2 ayat 3 Jo. %1 Akta Perjanjian Kredit Dengan
a\é%p&

Memakai Jaminan No. O?XU | 05 September 2013, yang dibuat
oleh dan dihadap n& T TERBANTAH |, menentukan
pengecualian beriﬂ&a jangka waktu dan TERBANTAH Il berhak
untuk seketika t%q\éomasi lagi mengakhiri perjanjian dan menuntut
pembayar x@gan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah
yang t@ berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau berdasarkan
perja perjanjian lainnya, karena hutang pokok, bunga-bunga,

viSi dan biaya-biaya lainnya.

a Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan tersebut secara sah
Q%Iaku sebagai undang-undang terhadap PEMBANTAH dan
TERBANTAH Il sehingga permohonan eksekusi lelang yang
TERBANTAH Il ajukan kepada TERBANTAH | terhadap tanah berikut
bangunan tersebut adalah berdasarkan ketentuan perjanjian kredit

tersebut.
Dengan demikian PEMBANTAH yang mendalilkan tindakan
TERBANTAH 1l yang mengajukan Permohonan Eksekusi Lelang
terhadap tanah-tanah jaminan hutang PEMBANTAH tersebut tidak

beralasan hukum karena TERBANTAH Il telah lalai melaksanakan
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kewajibannya untuk menanggapi surat PEMBANTAH adalah dalil
PEMBANTAH yang kabur dan tidak jelas dasar hukumnya.

Tidak benar PEMBANTAH mendaliikan TERBANTAH Il telah lalai
melaksanakan kewajibannya untuk menanggapi surat PEMBANTAH
yang mohon diberikan keringanan pembayaran angsuran kredit dan atau
pengajuan Restrukturisasi hutang. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit
Dengan Memakai Jaminan No. 01 tanggal 05 September 2013, yang
dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERBANTAH | adalah sah mengikat
PEMBANTAH dan TERBANTAH Il sebagai undang-undang, tidak ada
klasula yang menentukan kewajiban TERBANTAH I @an

keringanan pembayaran angsuran kredit dan atau Restrukiurisasi Kredit

terhadap PEMBANTAH. Q
Oleh karena itu gugatan PEMBANTAH kabur da elas (Exceptio

Obscurum Lebellum) sehingga sepatutnyng ilan menyatakan

gugatan a quo tidak dapat diterima, sebaga a Putusan Mahkamah

Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tangg% pember 1970 yang pada

pokoknya menyatakan: %
“Gugatan yang tidak sempurn tidak menyebutkan dengan jelas
apa yang dituntut, harus di@% tidak dapat diterima,.............. dst.”

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa TERBAN AHw“rmenolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh
PEMBANTAH Ké\ iAang diakui secara tegas dan nyata.

2. Bahwa dalil- yang TERBANTAH II ajukan dalam bagian Eksepsi,
moho i%gap sebagai satu kesatuan dengan bagian Pokok Perkara
utandis).

(mutati
3% TERBANTAH |l sependapat dengan dalii PEMBANTAH dalam
g

Qr atan a quo butir 1, 2, 3 yang pada pokoknya mendalilkan

ERBANTAH Il telah memberikan fasilitas kredit kepada PEMBANTAH
yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan
No. 01 tanggal 05 September 2013, yang dibuat oleh dan dihadapan
TURUT TERBANTAH |, dengan jaminan 2 bidang tanah yang termuat
dalam sertipikat Hak Milik No.7165/Jakasampurna, Hak Milik No. 7166/
Jakasampurna, yaitu fasilitas kredit Term Loan (TL) sampai jumlah pokok
setinggi-tingginya Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).
TERBANTAH |l sependapat dengan dalii PEMBANTAH dalam Gugatan

Bantahan  a quo butir 1, 2, 3 tersebut yang mendalilkan TERBANTAH Il
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telah memberikan fasilitas kredit kepada PEMBANTAH yang dituangkan
dalam Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 01 tanggal 05
September 2013, yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERBANTAH I,
yang mana TERBANTAH Il memberikan kepada PEMBANTAH fasilitas
kredit Term Loan (TL) sampai jumlah pokok setinggi-tingginya Rp.
4.000.000.000,- (empat miliar rupiah), tetapi jaminan pelunasan hutang
PEMBANTAH tersebut bukan hanya 2 bidang tanah berikut bangunan
diatasnya yang termuat dalam sertipikat Hak Milik No.7165/Jakasampurna

dan Hak Milik No. 7166/Jakasampurna, tetapi PEMBANTAH memberikan
jaminan hutang dengan 3 bidang tanah berikut bangunan diatasn a@:

1) Sebidang tanah berikut bangunan terletak di ahan
Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Be X a Barat,
purna, atas

termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 7165/

nama PEMBANTAH (Nyonya SRI HASTUTI). ‘%
2) Sebidang tanah berikut bangunan%kgk di  Kelurahan

Jakasampurna, Kecamatan Bekasi@ ta Bekasi, Jawa Barat,

termuat dalam Sertipikat Hak Mil . 7166/Jakasampurna, atas
nama PEMBANTAH (Nyonya HASTUTI.

3) Sebidang tanah berikut ‘SKBU n terletak di Kelurahan Nagrak,
Kecamatan Gunun "&* ogor, Jawa Barat, termuat dalam
Sertipikat Hak Bangunan No. 2254/Nagrak, atas nama
PEMBANTAH (N SRI HASTUTI).

PEMBANTAH %@)llkan mengakui menjadi nasabah TERBANTAH Il

berdasarkdn g

Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 01
eptember 2013, yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT
AH | adalah telah sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdata

ni-semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai
Q%vﬁang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pengakuan
PEMBANTAH tersebut mempunyai kekuatan bukti sempurna dan
TERBANTAH II MOHON AKTA atas Pengakuan PEMBANTAH tersebut,

sebagaimana dimaksud dalam pasal 174 HIR yang berbunyi:

“Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti
untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu
diucapkannya sendiri, baik dengan pertolongan orang lain, yang istimewa
dikuasakan untuk melakukan itu.”

Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 01 tanggal 05
September 2013, yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERBANTAH
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| merupakan kesepakatan PEMBANTAH dengan TERBANTAH Il yang
mengikat Para Pihak yang membuatnya sebagai undang-undang,
sebagaimana ditentukan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang
berbunyi:
“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan
kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh
undang-undang.
Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 01 t
September 2013, yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT
I, antara PEMBANTAH dan TERBANTAH Il dan,
TERBANTAH Il memberikan kepada PEMBANTAH Kredit Term
Loan (TL) sampai jumlah pokok setinggi—tinggi% . 4.000.000.000,-
u

(empat miliar rupiah), dengan jaminan pel tang PEMBANTAH

yaitu: \
1) Sebidang berikut b @

tanah

n terletak di Kelurahan
Jakasampurna, Kecamatan‘%‘@arat, Kota Bekasi, Jawa Barat,

termuat dalam Sertipikax ilik No. 7165/Jakasampurna, atas
nama PEMBANTAH Ny& RI HASTUTI).

Dengan pembeb Hak Tangungan yang dituangkan dalam
Sertipikat Hak ngan No. 15179/2013 tanggal 27 Nopember
2013 yanx rbitkan oleh TURUT TERBANTAH Il dan sekaligus

menc bebanan Hak Tanggungannya dalam Sertipikat Hak
V{: ik 165/Jakasampurna.

2% ng tanah berikut bangunan terletak di Kelurahan

kasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat,

Q termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 7166/Jakasampurna, atas
nama PEMBANTAH (Nyonya SRI HASTUTI).

Dengan pembebanan Hak Tangungan yang dituangkan dalam
Sertipikat Hak Tanggungan No. 15179/2013 tanggal 27 Nopember
2013 yang diterbitkan oleh TURUT TERBANTAH Il dan sekaligus
mencatat Pembebanan Hak Tanggungannya dalam Sertipikat Hak
Milik No. 7166/Jakasampurna.

3) Sebidang tanah berikut bangunan terletak di Kelurahan Nagrak,

Kecamatan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, termuat dalam
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Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2254/Nagrak, atas nama
PEMBANTAH (Nyonya SRI HASTUTI).

Dengan pembebanan Hak Tangungan yang dituangkan dalam
Sertipikat Hak Tanggungan No. 1492/2014 tanggal 10 Pebruari 2014
yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan
sekaligus mencatat Pembebanan Hak Tanggungannya dalam
Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2254/Nagrak Hak.

adalah sah dan mengikat para pihak yang membuatnya karena

memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, sebagaimana dit kan
dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi: %
“Supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi empat $

1. Kesepakatan untuk membuat suatu perikatan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. ,%D

3. Suatu pokok persoalan tertentu ( hal tertentu )

4. Suatu sebab yang tidak terlarang.” %
Akta Perjanjian Kredit Dengan Mem minan No. 01 tanggal 05

dapan TURUT TERBANTAH

| telah memenuhi 4 syarat sahnya ian karena:

1) Sepakat terpenuhi antar, & ANTAH dan TERBANTAH Il dalam
Akta Perjanjian Kredi Ig&n Memakai Jaminan No. 01 tanggal 05

September 2013, yang dibuat oleh

September 2013, dibuat oleh dan dihadapan TURUT
TERBANTAH,I ya EMBANTAH dan TERBANTAH Il telah sepakat
TERBAN H\)memberikan kepada PEMBANTAH fasilitas kredit
Term L (TL) sampai jumlah pokok setinggi-tingginya Rp.
'000,- (empat miliar rupiah), dengan PEMBANTAH

rikan jaminan pelunasan hutang yaitu:

% . Sebidang tanah berikut bangunan terletak di Kelurahan
Q Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa
Barat, termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.
7165/Jakasampurna, atas nama PEMBANTAH (Nyonya SRI
HASTUTI).

2). Sebidang tanah berikut bangunan terletak di Kelurahan
Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa
Barat, termuat dalam  Sertipikat Hak  Milik  No.
7166/Jakasampurna, atas nama PEMBANTAH (Nyonya SRI
HASTUTI).
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3). Sebidang tanah berikut bangunan terletak di Kelurahan Nagrak,
Kecamatan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, termuat dalam
Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2254/Nagrak, atas nama
PEMBANTAH (Nyonya SRI HASTUTI (PEMBANTAH).

2) Kecakapan para pihak terpenuhi dalam Akta Perjanjian Kredit Dengan
Memakai Jaminan Jaminan No. 01 tanggal 05 September 2013, yang
dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERBANTAH | vyaitu
PEMBANTAH dan TERBANTAH Il telah sepakat memberikan fasilitas
kredit Term Loan (TL) kepada PEMBANTAH sebeszgap.

h

mpurna,

4.000.000.000,- (empat miliar rupiah), dengan jaminan 3 bid
yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 7165/Ja
Sertipikat Hak Milik No. 7166/Jakasampurna, Se
Bangunan No. 2254/Nagrak milik PEMBANTA%
TERBANTAH Il dalam syarat “sepakat”. w
idal

am Akta Perjanjian

ak Guna

gaimana dalil

3) Suatu pokok persoalan tertentu, telah ter

Kredit Dengan Memakai Jaminan N .\gnggal 05 September 2013,
yang dibuat oleh dan dihadap TERBANTAH | yaitu yang
menjadi obyek Perjanjian aq% BANTAH Il memberikan fasilitas

ada PEMBANTAH sebesar Rp.
4.000.000.000,- (empat milwar rupiah), dengan jaminan 3 bidang tanah

yang termuat dala rtipikat Hak Milik No. 7165/Jakasampurna,

kredit Term Loan )

Sertipikat Hak 0. 7166/Jakasampurna, Sertipikat Hak Guna
Bangun .N2254/Nagrak milik PEMBANTAH, sebagaimana dalil

TERI%A Il dalam syarat “sepakat”.
4) ys ab vyang tidak terlarang, telah terpenuhi dalam Akta

jian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 01 tanggal 05
eptember 2013, yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT

'@)TERBANTAH I yang memperjanjikan TERBANTAH Il memberikan
kepada PEMBANTAH fasilitas kredit Term Loan (TL) sampai jumlah
pokok setinggi-tingginya Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah),

dengan jaminan 3 bidang tanah yang termuat dalam Sertipikat Hak
Milik  No.7165/Jakasampurna, Sertipikat Hak Milk No.7166
/Jakasampurna, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2254/Nagrak
milik PEMBANTAH, adalah bukan suatu yang dilarang, sebagaimana
dalil TERBANTAH Il dalam syarat “sepakat”.
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Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 01 tanggal 05
September 2013, yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERBANTAH
| adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat
sebagaimana ditentukan dalam pasal 1338 KUHPerdata Jo. Pasal 1320
KUHPerdata yang pada pokoknya menentukan perjanjian yang dibuat
oleh para pihak dan memenuhi syarat sahnya perjanjian adalah mengikat
para pihak yang membuatnya. Dan sesuai pula Asas Kebebasan
Berkontrak yang membolehkan para pihak membuat perjanjian apa saja

at

tetapi isi perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-
undang, kesusilaan dan ketertiban umum, sebagaimana @

Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya “Hukum Perjaniji

Intermasa, Cetakan ke-17, 1998, Jakarta, halaman 13

berbunyi: %

e Hukum Perjanjian memberikan kebebas g seluas-luasnya

kepada masyarakat untuk mengadakan pe@?zng berisi apa saja,

asalkan tidak melanggar ketertiban um esusilaan.”

Oleh karena itu Akta Perjanjian Kre an Memakai Jaminan No. 01

tanggal 05 September 2013, X% at oleh dan dihadapan TURUT

TERBANTAH | adalah sa@ t hukum dan mengikat Para Pihak

yang membuatnya, i.c. mengikat PEMBANTAH dan TERBANTAH II.

4. Bahwa TERBANTAH _II olak dalii PEMBANTAH dalam Gugatan

Bantahannya butir 4, 5,%9 pada pokoknya mendalilkan:

1) Adapun j aktu fasilitas kredit PEMBANTAH yang diberikan
TER A@ Il adalah 5 (lima) tahun atau sama dengan 60 (enam
p %an yang terhitung mulai dari tanggal 5 September 2013

i dengan tanggal 5 September 2018.

% ikarenakan alasan satu dan lain hal, dimana usaha/bisnis
PEMBANTAH mengalami kesulitan tidak berjalan baik sesuai dengan
harapan, sehingga berdampak kepada cicilan/angsuran kredit
PEMBANTAH terhadap TERBANTAH II.

3) Pada tanggal 24 Oktober 2016 PEMBANTAH menerima surat dari
TERBANTAH | yaitu Surat No. 470/DOK-SP/BMP/X/2016 tentang
Pemberitahuan Lelang atas objek sengketa yang saat ini akan
dilakukan dalam waktu dekat, berdasarkan Surat Perintah Kerja

(SPK) No. 182/RMD-EKS/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016 dari
TERBANTAH II.
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TERBANTAH 1l menolak dall PEMBANTAH dalam Gugatan
Bantahannya butir 4, 5, 9 karena sebagaimana pengakuan PEMBANTAH
yang usahal/bisnisnya mengalami kesulitan tidak berjalan baik sesuai
dengan harapan, sehingga berdampak kepada cicilan/angsuran kredit
PEMBANTAH vyang tidak dibayar kepada TERBANTAH Il maka
beralasan TERBANTAH Il mengajukan Permohonan Eksekusi Lelang
Hak Tanggungan atas tanah berikut bangunan yang menjadi jaminan
hutang PEMBANTAH.

Tidak benar dalil PEMBANTAH yang mendalilkan jangka waktu fasilitas kredit

PEMBANTAH yang diberikan TERBANTAH Il adalah 5 (lima) t l@au

sama dengan 60 (enam puluh) bulan yang terhitung mulai d

September 2013 sampai dengan tanggal 5 Septembe 18) tersebut

sehingga Permohonan Eksekusi Lelang tanah berikt&% an sengketa

merugikan PEMBATAH.
Dalil PEMBANTAH tersebut seakan-akan Perm@g@ekusi Lelang Hak

Tanggungan atas:
1) Sebidang tanah berikut z)un terletak di Kelurahan
a

Jakasampurna, Kecamatans; shBarat, Kota Bekasi, Jawa Barat,

termuat dalam Sertipik;
nama Nyonya SRI HASTUTY.
2) Sebidang tanaﬂ%’ikut bangunan terletak di Kelurahan

Jakasampurna,%ﬁ atan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat,
termuat }\; rtipikat Hak Milik No. 7166/Jakasampurna, atas
d&SSRI HASTUTI. tersebut melanggar perjanjian kredit
(TL) kepada PEMBANTAH sebesar Rp. 4.000.000.000,-

ngan Memakai Jaminan No. 01 tanggal 05 September 2013, yang
Q dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERBANTAH | adalah tidak

beralasan hukum;

ilik No. 7165/Jakasampurna, atas

Dalil PEMBANTAH tersebut keliru karena hanya menyebutkan klasula
Perjanjian Kredit tersebut secara sebagian saja, bukan secara utuh
sehingga menjadi salah pengertian. Padahal Akta Perjanjian Kredit Dengan
Memakai Jaminan No. 01 tanggal 05 September 2013, yang dibuat oleh dan
dihadapan TURUT TERBANTAH | tegas memperjanjikan dalam Pasal 2
ayat 3 berbunyi:

“-Dengan tidak mengurangi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 11

tersebut dibawah ini, Debitor wajib untuk membayar kembali kepada Bank
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setiap jumlah uang yang terhutang berdasarkan fasilitas kredit yang
dimaksudkan dalam pasal 1 diatas ditambah dengan bunga-bunganya
dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 05-09-
2013 (lima September dua ribu tiga belas) dengan kewajiban untuk

mengangsur_hutang pokok berikut bunga-bunganya tersebut sebesar Rp.

91.012.292.20 (Sembilan puluh satu juta dua belas ribu dua ratus Sembilan

puluh dua rupiah dua puluh sen) setiap bulannya, angsuran mana termuat

dalam suatu daftar bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh Debitor dan
Bank serta dilekatkan pada minuta akta ini.

- Angsuran hutang pokok berikut dengan bunga-bunganya terseb jib

dibayar selambat-lambatnya pada tanggal 5 (lima) dari ti bulan
berjalan, dan untuk pertama kalinya angsuran tersebut di% ada tanggal
a

05-10-2013 (lima Oktober dua ribu tiga belas) danhzé
hutang pokok berikut dengan bunga-bunganya sudah

nya seluruh

arus dibayar lunas
oleh Debitor kepada Bank selambat-lambatm%’ tangal 05-09-2018
(lima September dua ribu delapan belas).

Dan dalam Pasal 11 Akte Perjanjian it No. 01 tanggal 05 September
2013 yang berbunyi: @
“-Menyimpang dari apa vanq‘&()b)y an dalam pasal 2 ayat 3 tersebut di
atas, jika terjadi salah s bab yang akan disebut dibawah ini, maka
Bank berhak untuk Q&(

Kredit dan menunt bayaran dengan seketika dan sekaligus lunas

ika tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian

dari jumlah-jémtah)lang vyang terhutang oleh Debitor berdasarkan

p @nnya dan/atau penambahannya dan/atau pembaharuannya
%ﬁau perpanjangannya baik yang dibuat dengan akta Notaris
Q aupun yang dibuat secara dibawah tangan yang mungkin ada, serta
baik karena hutang-hutang pokok, bunga-bunga, provisi dan biaya-biaya
lain sehubungan dengan hutang dimaksud, dan karena itu

pemberitahuan dengan surat juru sita atau surat-surat lain yang

berkekuatan serupa itu tidak diperlukan lagi:
- J dst:

b. bilamana sesuatu jumlah hutang pokok atau bunga atau lain-lain

jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian Kredit yang dikeluarkan

menurut ketentuan dalam Pasal 3 diatas ini, tidak dibayar lunas pada

waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian
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Kredit dalam hal mana lewatnya waktu saja merupakan bukti yang sah

dan cukup bahwa Debitor telah melalaikan kewajibannya;

C......dst.
d. .....dst.
e. .....dst.
f.....dst.
g. ....dst.
h. ....dst.

keuangan _Debitor, bonafiditasnya dan _sovabilitasnyax

i.bilamana semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan
éu’fﬁur
A

sedemikian rupa sehingga Debitor tidak dapat membay. gnya

J. ....dst. %\Q
k. ....dst.
\V

. bilamana Debitor oleh karena apapun jugalmenghentikan usahanya.

m. ....dst. \
n. ...dst.” C}

TERBANTAH Il menolak d i&MBANTAH dalam Gugatan

Bantahannya butir 4, %rsebut karena berdasarkan Akta

Perjanjian Kredit D n&emakai Jaminan No. 01 tanggal 05

September 2013 g dibuat oleh dan dihadapan TURUT

TERBANTAH | Yyaith”PEMBANTAH, TERBANTAH Il telah sepakat

TERBAN N)memberikan kepada PEMBANTAH fasilitas kredit

Term é&) kepada PEMBANTAH sebesar Rp. 4.000.000.000,-

( p%’w lar rupiah), dengan jaminan 3 bidang tanah yang termuat

lam "Sertipikat Hak Milik No. 7165/Jakasampurna, Sertipikat Hak

ik No. 7166/Jakasampurna, Sertipikat Hak Guna Bangunan No

QQ) 2254/Nagrak milik PEMBANTAH, telah tegas ditentukan Perjanjian

berakhir bukan berdasarkan jangka waktunya pada tanggal 05-09-

2018 (lima September dua ribu delapan belas) saja, sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 2 ayat 3 Akte Perjanjian, tetapi berdasarkan

Pasal 11 akte perjanjian menentukan Perjanjian Berakhir adalah saat

PEMBANTAH lalai membayar hutangnya (wanprestasi) kepada
TERBANTAH II.

Oleh karena itu TERBANTAH Il mohon Pengadilan berkenan
menolak dalii PEMBANTAH dalam Gugatan Bantahannya butir 4, 5,
9, 10 tersebut;
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5. Bahwa TERBANTAH Il menolak dali PEMBANTAH dalam Gugatan
Bantahannya butir 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 yang pada pokoknya
mendalilkan:

1) Hingga sampai saat ini, jumlah cicilan yang telah diangsur oleh
PEMBANTAH kepada TERBANTAH |l adalah sebesar Rp.
1.127.828.947,- (satu milyar seratus dua puluh juta delapan ratus dua
puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) dan
hingga saat ini total tunggakan pinjaman PEMBANTAH sebesar Rp.

3.401.326.901,- (tiga miliar empat ratus satu juta tiga ratus dua, puluh
enam ribu sembilan ratus satu rupiah). @

pembayaran angsuran kredit PEMBANTAH, namun k mendapat
tanggapan positif dari TERBANTAH II.

3) Pada tanggal 8 Agustus 2016, PEMBA hgirim surat kepada
TERBANTAH 1l dalam rangka ‘ﬁqt}’\%meminta “keringanan
Pembayaran Angsuran Kredit @ah”, dengan pertimbangan
karena usaha PEMBANTAH g dalam kondisi tidak berjalan baik,
namun hal ini tidak ditan ula oleh TERBANTAH II.

4) Sebagaimana dalam Pasal 52 Peraturan Bl No. 14/15/2012 tentang

Penilaian Kwalita Bank Umum, berbunyi: Bank hanya dapat

melakukan restr iSasi kredit terhadap debitur yang memenuhi

kriteria seb@é ikut:
a. deb@r ngalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga
r :

depitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu
emenuhi kewajiban setelah kredit distrukturisasi.”
Q%Ternyata PEMBANTAH mendapat Surat Pemberitahuan Eksekusi
Lelang Hak Tanggungan atas tanah berikut bangunan diatasnya
tertanggal 10 Pebruari 2017 dari TERBANTAH | yang isinya
TERBANTAH | akan melaksanakan Eksekusi Lelang atas objek
sengketa pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2017, namun ketika itu
tidak ada peminat lelang dan berhubung PEMBANTAH telah
melakukan upaya hukum Gugatan Bantahan Lelang untuk melindungi
kepentingan PEMBANTAH sendiri sebagaimana amanat dari
Peraturan Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan Peraturan Menteri
Keuangan RI No. 27/PMK/2016, pada Pasal 27 berbunyi: bahwa
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lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan
permintaan Penjual atau berdasarkan Penetapan atau Putusan dari
lembaga peradilan. Selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (1) ditegaskan
pula: dalam hal terdapat gugatan sebelum pelaksanaan Lelang
Eksekusi terhadap objek hak tanggungan dari pihak lain selain
debitur/tereksekusi, suami atau isteri debitur/tereksekusi terkait
kepemilikan, lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak
Tanggungan tidak dapat dilaksanakan.

6) Berdasarkan Pasal 52 Peraturan Bl No. 14/15/2012 tentang Penilaian

S

Kwalitas Aset Bank Umum diatas, melihat kondisi dan kea

dialami oleh PEMBANTAH masuk dalam kategori b. asih
memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai m emenubhi
kewajiban setelah kredit distrukturisasi, menja n bagi yang

Hakim perkara a quo untuk mengabulkan PEMBANTAH.
7) Dalam Yurisprudensi ada dikenal exepj@ a
imYyd

yaitu suatu penemuan hukum oleh & alam setiap perjanjian
timbal balik dianggap ada suatu %u a kedua belah pihak harus
sama-sama melakukan kewdjipannya, dan pihak yang satu tidak
boleh mengatakan kepa ‘%Iawannya telah lalai, sedangkan di
lain hal tidak menyadafi, telah melalaikan kewajibannya. Dalam
perkara a quo,‘é‘]BANTAH telah mengirim surat kepada
TERBANTAH II % emberikan keringanan pembayaran angsuran

kredit dan%h\typengajuan Restrukturisasi hutang, namun tidak
I TERBANTAH II, artinya TERBANTAH |l dapat

ditangg@v
di g%p,elah lalai tidak menanggapi keberatan yang diajukan
N

M TAH.
anjutnya dalam Pasal 1266 ayat (4) KUHPerdata, dipertegas
Q dalam perjanjian timbal balik jika syarat batal tidak dinyatakan dalam

persetujuan, hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas

dimpleti contractus

permintaan PEMBANTAH memberikan sesuatu jangka waktu tertentu
untuk masih juga memenuhi kewajibannya yang dikenal dengan
istilah terme de grace.

9) Demikian pula untuk membuktikan etikat baik dan tanggung jawab
atas pinjaman PEMBANTAH, Pada tanggal 23 Desember 2016,
PEMBANTAH mengajukan Permohonan “Pengajuan Restrukturisasi
Hutang” kepada TERBANTAH |II, namun tidak ada juga
tanggapannya.
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10) Sebagai etikat baik dan tanggung jawab PEMBANTAH atas
pinjaman PEMBANTAH terhadap TERBANTAH Il, PEMBANTAH
meminta keringanan angsuran/cicilan pokok pinjaman dan bunga
sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah per bulan.

TERBANTAH Il menolak dali PEMBANTAH dalam Gugatan

Bantahannya butir 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 tersebut karena

PEMBANTAH mengalami kesulitan pembayaran hutang kepada

TERBANTAH 1l adalah bukan kesalahan TERBANTAH |l yang tidak

memberikan keringanan pembayaran angsuran kredit dan atau, tidak

melakukan Restrukturisasi hutang PEMBANTAH. Berdasar a@ta

Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 01 I 05
September 2013, yang dibuat oleh dan dihadapan TU ANTAH
| tersebut, tidak ada ketentuan keharusan TE H 1l untuk

memberikan keringanan pembayaran angsugan \kredit dan atau
melakukan Restrukturisasi hutang PEMBAN u%
Keadaan PEMBANTAH selaku Debitur, fidak mfemungkinkan dilakukan
Restrukturisasi Kredit, sebagaimana t@ Pasal 52 Peraturan Bank

Indonesia No. 14/15/PBI1/2012 tent enilaian Kualitas Aset Bank Umum

yang berbunyi: §
“Bank hanya dapat melakuk rukturisasi Kredit terhadap debitur yang

y
memenuhi Kreiteria set%berikut:
a. debitur menga/a% litan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit

dan

b. debitur masil(h iliki_prospek usaha yang baik dan dinilai _mampu

memenuhi.k iiban setelah kredit distrukturisasi.”
T A }AH 1 menolak dalii  PEMBANTAH dalam Gugatan

ntahannya butir 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17 tersebut karena
Q seakan-akan TERBANTAH Il harus memberikan keringanan

pembayaran angsuran kredit dan atau melakukan Restrukturisasi

hutang PEMBANTAH.

Dalil PEMBANTAH tersebut tidak benar karena untuk dilakukan
Strukturisasi Kredit terhadap PEMBANTAH, bukan hanya karena
PEMBANTAH mengalami kesulitan membayar hutangnya saja, tetapi
sebagaimana ketentuan Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia No.
14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
menentukan TERBANTAH Il selaku Bank hanya dapat melakukan
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Strukturisasi Kredit terhadap PEMBANTAH selaku debitur yang

memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga
kredit dan

b. debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu

memenuhi kewajiban setelah kredit distrukturisasi.

namun PEMBANTAH selaku Debitur tidak memiliki prospek usaha yang
baik dan dinilai tidak mampu memenuhi kewajiban setelah kredit
distrukturisasi sehingga Strukturisasi Kredit terhadap PEMBANTAH tidak
dapat TERBANTAH Il lakukan. é

Tidak benar dalil PEMBANTAH yang mendalilkan masih me spek
usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewaiji setelah
eritikad baik

kredit direstrukturisasi. TERBANTAH |l sudah beru
nggakan hutang

membantu PEMBANTAH mencari penyelesai
PEMBANTAH, tetapi tidak dapat dil a?ystrukturisasi kredit
PEMBANTAH karena kenyataannya P wH selaku Debitur tidak
memiliki prospek usaha yang baik ifai tidak mampu memenuhi
kewajiban setelah kredit distruktu @

PEMBANTAH pun mengaku'@Gugatan Bantahannya butir 6, 7, 8
yang mendalilkan hingg M&]i jumlah cicilan yang telah diangsur oleh

PEMBANTAH kepad

miliar seratus dua p

ANTAH Il sebesar Rp. 1.127.828.947 ,- (satu
juh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu
sembilan rat t puluh tujuh rupiah), namun pada tahun 2016
PEMBAN L‘Xengalami kesulitan pembayaran hutang sehingga
i permohonan kepada TERBANTAH Il untuk memberikan

n pembayaran angsuran kredit dan atau melakukan
kturisasi hutang PEMBANTAH dengan surat tanggal 3 Agustus
Q 6 dan 8 Agustus 2016.

TERBANTAH Il MOHON AKTA atas pengakuan PEMBANTAH yang
mendalilkan PEMBANTAH tidak membayar hutangnya kepada
TERBANTAH Il pada tahun 2016.

Pengakuan PEMBANTAH tersebut mempunyai kekuatan bukti
sempurna dan TERBANTAH Il MOHON AKTA atas Pengakuan
PEMBANTAH tersebut, sebagaimana dimaksud dalam pasal 174 HIR
yang berbunyi:

“Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti

untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu

Halaman 29 dari 50 halaman dari Putusan Nomor 595/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkannya sendiri, baik dengan pertolongan orang lain, yang istimewa
dikuasakan untuk melakukan itu.”

Sebagaimana Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 01
tanggal 05 September 2013, yang dibuat oleh TURUT TERBANTAH I,
yang sah mengikat PEMBANTAH dan TERBANTAH II telah ditentukan
dalam pasal 11 bahwa apabila PEMBANTAH tidak membayar hutangnya
maka TERBANTAH |l berhak dan dapat mengakhiri Perjanjian Kredit dan
berhak menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari
jumlah-jumlah yang terhutang oleh PEMBANTAH.

Oleh karena itu tidak beralasan PEMBANTAH mohon agar P

mengeluarkan penetapan memberikan suatu jangka waktu

PEMBANTAH masih juga memenuhi kewajibannya ata nal dengan
istilah terme de grace

Jadi jangka waktu pembayaran hutang berakhir sa %qan tanggal 05-

09-2018 (lima September dua ribu delapan %‘ tidak berlaku mutlak

meskipun PEMBANTAH diwajibkan unt ayar kembali kepada
TERBANTAH 1l setiap jumlah uang utang berdasarkan fasilitas
kredit Pinjaman tersebut sesuai jan%@tunya, tetapi ketentuan Pasal 2

ayat 3 Jo. Pasal 11 Akta Perjaniji redit Dengan Memakai Jaminan No. 01
tanggal 05 September 2013, dibuat oleh dan dihadapan TURUT

TERBANTAH | menent engecualian berlakunya jangka waktu dan
TERBANTAH Il berha seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Akta
Perjanjian KreditdDeéngan Memakai Jaminan No. 01 tanggal 05 September
2013, van@)oleh dan dihadapan TURUT TERBANTAH | dan
menuntut p yaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah-
jur%@}erhutang berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau berdasarkan

-perjanjian lainnya, karena hutang pokok, bunga-bunga, provisi

@aya-biaya lain sehubungan dengan hutang tersebut, jika terjadi salah

tu sebab antara lain:

1) bilamana sesuatu jumlah hutang pokok atau bunga atau lain-lain

jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian Kredit yang
dikeluarkan menurut ketentuan dalam Pasal 3 diatas ini, tidak dibayar

lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam

Perjanjian Kredit dalam hal mana lewatnya waktu saja _merupakan

bukti _yang sah dan cukup bahwa Debitor telah melalaikan

kewajibannya.
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2) bilamana semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan

keuangan Debitor, bonafiditasnya dan _sovabilitasnya _mundur

sedemikian rupa sehingga Debitor tidak dapat membayar hutangnya
Iﬁgi;
3) bilamana Debitor oleh karena apapun juga menghentikan usahanya.

Dengan ketentuan Pasal 2 ayat 3 Jo. Pasal 11 Akta Perjanjian Kredit
Dengan Memakai Jaminan No. 01 tanggal 05 September 2013, yang
dibuat oleh TURUT TERBANTAH | tersebut, PEMBANTAH selaku
Debitur telah melakukan kelalaian dan Cidera Janji (Wanprestasi)
membayar pokok pinjaman atau angsuran hutang dan biaya b @a

biaya lainnya yang timbul dari diberikannya fasilitas kredi Loan

(TL) kepada PEMBANTAH sebesar Rp. 4.000.000.000 at miliar
rupiah), dengan jaminan 3 bidang tanah yang term m Sertipikat
Hak Milik No. 7165/Jakasampurna, Serti "%!ak Milik  No.
7166/Jakasampurna, Sertipikat Hak Guna %a‘ﬁ No. 2254/Nagrak
milik PEMBANTAH. X‘

Pasal 2 ayat 3 Jo. Pasal 11 Akta @1 Kredit Dengan Memakai
Jaminan No. 01 tanggal 05 Sep @2013, yang dibuat oleh TURUT
TERBANTAH | menentuka nya Perjanjian Kredit tidak mutlak
ditentukan oleh Jangka w v sala tetapi juga ditentukan keadaan

PEMBANTAH sebagﬂ%@ dalam Pasal 11 Akta Perjanjian Kredit
Dengan Memakal No. 01 tanggal 05 September 2013, yang

dibuat oleh adapan TURUT TERBANTAH | tersebut, i.c.
PEMBAN I i membayar hutang fasilitas kredit Term Loan (TL)
kepa ANTAH |l sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar

‘%Sarkan dalil TERBANTAH Il tersebut, nyata-nyata PEMBANTAH
Q@% telah lalai melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian
(wanprestasi) karena tidak membayar hutangnya kepada TERBANTAH
Il, sedangkan TERBANTAH Il tidak melakukan kelalaian yang ditentukan
dalam perjanjian karena tidak ada klasula dalam Akta Perjanjian Kredit
Dengan Memakai Jaminan No. 01 tanggal 05 September 2013, yang
dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERBANTAH | yang TERBANTAH I

langgar dan tidak ada kewajiban TERBANTAH 1l harus memberikan

keringan pembayaran angsuran dan atau melakukan Strukturisasi Kredit
PEMBANTAH.
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Demikian pula tindakan TERBANTAH Il tidak melakukan Strukturisasi
hutang PEMBANTAH adalah sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu

kondisi PEMBANTAH selaku Debitur tidak memiliki prospek usaha yang
baik dan dinilai tidak mampu memenuhi kewajibannya setelah kredit
distrukturisasi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 Peraturan Bank
Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank
Umum.

Dengan demikian, tidak beralasan hukum dalii PEMBANTAH yang
menerapkan Yurisprudensi exeptio non adimpleti contractus yaitu suatu
penemuan hukum oleh hakim dan keliru menerapkan ketent @al
1266 ayat (4) KUHPerdata sehingga sudah sepatutny dilan

menolak Gugatan Bantahan a quo.
6. Bahwa TERBANTAH Il menolak dali PEMBANTA @m Gugatan
Bantahannya butir 10, 15, 18, 19 yang pada pokoknya mendalilkan:

1) Hingga sampai saat ini PEMBANTAH mendapatkan hasil
penilaian dari appraisal untuk menil ﬁ@ n kredit PEMBANTAH,
yang menjadi objek sengketa @ pelaksanaan lelang oleh
TERBANTAH |, sebagai acua %al jika nantinya objek sengketa
akan tetap dilelang, akan ‘%n PEMBANTAH karena nilai asset
jaminan pinjaman PE B%%H jauh lebih tinggi nilainya dari nilai
pinjaman.

2) Disamping PEM H melalui surathya meminta Kkeringanan
pembayaran%gyan kredit kepada TERBANTAH Il, PEMBANTAH

u

juga sed saha untuk menjual asset PEMBANTAH yang lain
yanguli a hubungannya dengan perkara a quo dalam pelunasan
3) AH sebagai pemilik sah sangat dirugikan nantinya, jika

Q RBANTAH Il terhadap sebidang tanah berikut bangunan terletak di
Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa
Barat, termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 7165/Jakasampurna, atas

%‘E ANTAH | tetap akan melakukan Lelang Eksekusi atas permintaan

nama Nyonya SRI HASTUTI dan sebidang tanah berikut bangunan
terletak di Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota
Bekasi, Jawa Barat, termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.
7166/Jakasampurna, atas nama Nyonya SRI HASTUTI.

TERBANTAH Il menolak dali PEMBANTAH dalam Gugatan
Bantahannya butir 10, 15, 18, 19 tersebut karena merupakan dalil yang
memutar balikkan fakta menyatakan PEMBANTAH dirugikan karena
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TERBANTAH Il tidak memberikan keringanan pembayaran angsuran
kredit dan atau tidak melakukan Restrukturisasi hutang PEMBANTAH.
Justru kenyataannya TERBANTAH Il dirugikan dengan perbuatan
PEMBANTAH vyang tidak membayar hutangnya (wanprestasi) dan
mengajukan Gugatan Bantahan a quo yang hanya untuk mengulur
waktu saja. Tindakan TERBANTAH Il telah sesuai dengan Perjanjian
yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai
Jaminan No. 01 tanggal 05 September 2013, yang dibuat oleh TURUT
TERBANTAH |. Dan tindakan TERBANTAH Il tersebut telah sesuai pula
Qi
Bank

elakukan

dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam Pasal 52 Perat

Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualita
Umum, i.c. tidak memungkinkan TERBANTAH
Restrukturisasi Kredit terhadap PEMBANTAH se%

tidak memiliki prospek usaha yang baik d
memenuhi kewajibannya setelah kredit dist i;,;si

Oleh karena PEMBANTAH tidak éﬁ hutangnya kepada
TERBANTAH Il, yang sampai dengan r% 8 Juli 2016 adalah sebesar

Rp. 4.869.654.830,23 (empat miIi%a ratus enam puluh sembilan juta
a

bitur karena

ilai tidak mampu

enam ratus lima puluh empat ri n ratus tiga puluh rupiah koma dua

puluh tiga sen), meskipun telah‘ditegor secara tertulis dengan:
1) Surat No. 002/PN§&(T/1/15 tanggal 6 Januari 2015, kepada

PEMBANTAH, P T Surat Undangan Pertama.
2) Surat No. PMH/MKT/1/2015, tangal 21 Januari 2015, kepada
PEMB &Perihalz Surat Undangan Kedua.

3) Surat 07/PMH/MKT/1/2015, kepada PEMBANTAH, Perihal: Surat

damgan Ketiga.
at No. 28.153/I/A/Pdt/VII/16 tanggal 25 Juli 2016, PEMBANTAH,

Q Perihal: Somasi.

sehingga PEMBANTAH telah lalai membayar hutangnya (wanprestasi).
Sebagaimana Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 01
tanggal 05 September 2013, yang dibuat oleh TURUT TERBANTAH I,
yang sah mengikat PEMBANTAH dan TERBANTAH II telah ditentukan
dalam pasal 11 bahwa apabila PEMBANTAH tidak membayar hutangnya
maka TERBANTAH Il berhak dan dapat mengakhiri Perjanjian Kredit,

serta berhak menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas

dari _jumlah-jumlah yang terhutang oleh PEMBANTAH dengan
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mengajukan Permohonan Eksekusi Lelang terhadap jaminan hutang
yaitu;

1) Sebidang tanah berikut bangunan terletak di Kelurahan
Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa
Barat, termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 7165/Jakasampurna,
atas nama Nyonya SRI HASTUTI.

2) Sebidang tanah berikut bangunan terletak di Kelurahan
Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa

Barat, termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 7166/Jakasampurna,
atas nama Nyonya SRI HASTUTI. @

3) Sebidang tanah berikut bangunan terletak di Kelur rak,
Kecamatan Gunung Putri, Bogor, Jawa Bara at dalam
Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2254/ , atas nama

Nyonya SRI HASTUTI.
yang kesemuanya telah dibebani Hak Tanggur%?tggai jaminan hutang
PEMBANTAH yang dengan irah-irah wi eadilan Berdasarkan
m

Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah yai kekuatan eksekutorial

(dapat dilaksanakan).
Oleh karena itu, Permohonan usi Lelang terhadap jaminan hutang

yaitu: &

1. Sebidang tanah beriku gunan terletak di Kelurahan Jakasampurna,
Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, termuat dalam
Sertipikat H &V
HASTUTI.

2. Sebi afah berikut bangunan terletak di Kelurahan Jakasampurna,
Ke n Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, termuat dalam

%%kat Hak Milik No. 7166/Jakasampurna, atas nama Nyonya SRI

STUTIL.

adalah perbuatan yang sesuai Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai

No. 7165/Jakasampurna, atas nama Nyonya SRI

Jaminan No. 01 tanggal 05 September 2013, yang dibuat oleh dan
dihadapan TURUT TERBANTAH |, yang sah mengikat PEMBANTAH dan
TERBANTAH II.

Nilai jaminan tanah dan bangunan tersebut pada saat permohonan kredit
adalah merupakan taksiran sebagai jaminan fasilitas kredit yang diberikan
TERBANTAH Il kepada PEMBANTAH, sedangkan pada saat permohonan
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Eksekusi Lelang maka nilai jaminan tanah dan bangunan dilakukan oleh Jasa
Penilai Independen.

Dalil PEMBANTAH tidak beralasan dan saling bertentangan karena disatu sisi
mendalilkan PEMBANTAH adalah nasabah TERBANTAH Il yang mendapatkan
fasilitas kredit dari TERBANTAH I, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Dengan
Memakai Jaminan No. 01 tanggal 05 September 2013, yang dibuat oleh TURUT
TERBANTAH | adalah sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya i.c. mengikat PEMBANTAH dan TERBANTAH I, sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-unda Qr}ku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Namun disisi lain, tindakan TERBANTAH I ngajukan
Permohonan Eksekusi Lelang terhadap tan@nan hutang
PEMBANTAH tersebut PEMBANTAH dalilkanw akan Perbuatan
TERBANTAH 1l yang lalai melaksanakan jibannya karena tidak

memberikan keringanan pembayaran

\gdan atau tidak melakukan

rena saling bertentangan. Hal ini

Restrukturisasi Kredit terhadap PE

Dalil PEMBANTAH tidak ber
karena tindakan TERBA& melakukan permohonan Eksekusi
Lelang terhadap tanah Derikut”"bangunan yang menjadi jaminan hutang
PEMBANTAH adal ‘ﬁﬁarkan ketentuan Pasal 2 ayat 3 Jo. Pasal 10
Jo. Pasal 11 @njian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 01

tanggal 05 er 2013, yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT
TERBA

Akta\Pefjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 01 tanggal 05
ber 2013, yang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TERBANTAH
yang justru secara sah berlaku sebagai undang-undang terhadap
Q PEMBANTAH dan TERBANTAH II.

Dengan demikian dalil PEMBANTAH tidak beralasan, yang mendalilkan
tindakan TERBANTAH Il yang mengajukan Permohonan Eksekusi
Lelang terhadap tanah jaminan hutang PEMBANTAH merupakan
perbuatan melalaikan kewajibannya yang merugikan PEMBANTAH

adalah dalil tanpa dasar hukum.

Dalii PEMBANTAH tidak berdasarkan hukum karena tindakan
TERBANTAH Il mengajukan permohonan Eksekusi Lelang terhadap
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tanah jaminan hutang PEMBANTAH kepada TERBANTAH I, telah sesuai
dengan Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 01 tanggal
05 September 2013, yang dibuat antara PEMBANTAH dan TERBANTAH
I, oleh dan dihadapan TURUT TERBANTAH | dan sesuai prosedur yang
berlaku dan tanah-tanah jaminan tersebutpun telah dibebankan dengan
Hak Tanggungan yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan
dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa” adalah mempunyai kekuatan eksekutorial (dapat dilaksanakan).

Tidak benar PEMBANTAH mendalilkan TERBANTAH Il melalaikan
kewajibannya karena tidak memberikan keringanan angsuran hutang u
tidak melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap PEMBANTA asarkan

Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 01 tan eptember
2013, yvang dibuat oleh dan dihadapan TURUT TER | tidak ada
kewajiban TERBANTAH Il harus memberikan keringan ngsuran hutang dan

atau melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap@m ANTAH. Meskipun

PEMBANTAH mengalami kesulitan pe rX hutangnya kepada
TERBANTAH I, tetapi keadaan PEMB ang tidak memiliki prospek
usaha yang baik dan dinilai tidak mampu nuhi kewajibannya setelah kredit

di strukturisasi, sehingga tidak d é\ kukan Strukturisasi Kredit terhadap
PEMBANTAH selaku debitu (&gaimana ditentukan dalam Pasal 52
Peraturan Bank Indonesia N?%M 5/PBI1/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset

Bank Umum.

Demikian \\¢d)asarkan Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai
Jaminan No. %» ggal 05 September 2013, yang dibuat oleh TURUT
TERBANTAH ersebut TERBANTAH Il dapat mengajukan Permohonan
i g terhadap tanah-tanah jaminan hutang PEMBANTAH dengan

p i praisal independen.

Dengan demikian tindakan TERBANTAH Il untuk melakukan
Permohonan Eksekusi Lelang terhadap tanah-tanah berikut bangunan jaminan
hutang PEMBANTAH kepada TERBANTAH Il adalah tindakan berdasarkan
ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya Permohonan Eksekusi Lelang atas
tanah-tanah berikut bangunan sengketa yang telah dibebani Hak Tanggungan
tetap dapat dilaksanakan meskipun PEMBANTAH mengajukan Gugatan
Bantahan a quo karena PEMBANTAH bukan pihak ketiga, tetapi debitor yang

memberikan jaminan tanah-tanah berikut bangunan sengketa dengan Hak
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Tanggungan dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa” adalah mempunyai kekuatan eksekutorial (dapat dilaksanakan).

Berdasarkan dalil TERBANTAH Il tersebut maka tidak beralasan pula,
PEMBANTAH mohon kepada Pengadilan agar supaya terhadap TURUT
TERBANTAH Il tidak menerbitkan surat-surat dalam bentuk apapun
terhadap objek sengketa, tidak terbatas untuk balik nama atas objek

sengketa.

Oleh karena itu tidak beralasan dali PEMBANTAH dalam Gugatan
Bantahan a quo butir 10, 15, 18, 19, 22 sehingga TERBANTAH Il@on
Pengadilan berkenan menolak Gugatan Bantahan a quo.

7. Bahwa TERBANTAH Il menolak dalii PEMBANTAH a ugatan
Bantahannya butir 20 yang mendalilkan untuk me

r- terjadinya
masalah baru yang akan dialami oleh PEMBANTA

etikat baik dari PEMBANTAH akan menes
‘1@1

gingat adanya
segera hutang
PEMBANTAH kepada TERBANTAH I, maka

kepada yang Mulia Majelis Hakim Pgéngadilan Negeri Bekasi untuk

dahulu dimohonkan

mengambil atau menjatuhkan putusa i dalam bentuk putusan sela
terlebih dahulu sebelum adanya hir mengenai perkara ini.

TERBANTAH Il menolak dali NTAH dalam Gugatan Bantahannya
butir 20 tersebut karena eskipun dalam perkara a quo masih dalam
pemeriksaan dan me ‘rﬁadanya etikat baik dari PEMBANTAH akan

menyelesaikan sedera hutang PEMBANTAH kepada TERBANTAH II, akan

tetapi permo sekusi lelang yang TERBANTAH Il ajukan kepada
TERBANTAH.I adap:
1 ebidang tanah berikut bangunan terletak di Kelurahan

akasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa
Barat, termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.
2 7165/Jakasampurna, atas nama Nyonya SRI HASTUTI.

2). Sebidang tanah berikut bangunan terletak di Kelurahan
Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa
Barat, termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.
7166/Jakasampurna, atas nama Nyonya SRI HASTUTI tetap
dapat dilaksanakan karena keberatan PEMBANTAH dengan

mengajukan gugatan Bantahan a quo terhadap 2 (dua) bidang

tanah yang termuat dalam sertipikat Hak Milik _No.
7165/Jakasampurna dan Sertipikat Hak Milik No.
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7166/Jakasampurna _adalah tanpa dasar _hukum dan

bertentangan dengan kesepakatan pemberian fasilitas kredit
Term  Loan (TL) kepada PEMBANTAH sebesar Rp.
4.000.000.000,- (empat miliar rupiah), dengan jaminan 3 bidang

tanah-tanah yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.
7165/Jakasampurna, Sertipikat Hak Milik No.
7166/Jakasampurna, Sertipikat Hak Guna Bangunan No.
2254/Nagrak milik PEMBANTAH yang dituangkan dalam Akta
Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 01 tanggal 05

whr
TERBANTAH | adalah sah menurut hukum dan unyai

kekuatan mengikat.
Oleh karena itu, sesuai dalam Akte Perjanjian @.Akan apabila

PEMBANTAH tidak membayar kewajibannya§ bayar hutangnya
pai

kepada TERBANTAH, i.c. PEMBANTA%‘
membayar hutangnya, maka terbukti M

(wanprestasi) membayar hutan Qa} TERBANTAH Il sehingga
beralasan TERBANTAH Il mergajukan Permohonan Eksekusi Lelang

September 2013, yang dibuat oleh dan dihadapa

sekarang tidak

TAH telah ingkar janiji

terhadap jaminan hutang TAH yang telah dibebani dengan
Hak Tanggungan yan ﬁﬁ@n an dalam Sertipikat Hak Tanggungan
UT TERBANTAH Il dengan irah-irah “Demi

Ketuhanan Yang Maha Esa” yang artinya

yang diterbitkan ol

ahulu sebelum adanya putusan akhir mengenai perkara ini dan

&%ERBANTAH I mohon Pengadilan berkenan menolak Gugatan a quo.

8. hwa TERBANTAH Il menolak dali PEMBANTAH dalam Gugatan
Bantahannya butir 21, 22 yang pada pokoknya mendalilkan:

1) Dengan alasan sedang dalam proses gugatan a quo, untuk TURUT
TERBANTAH Il supaya tidak menerbitkan surat-surat dalam bentuk
apapun sehubungan dengan atas sebidang tanah berikut bangunan
terletak di Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota
Bekasi, Jawa Barat, termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.
7165/Jakasampurna, atas nama PEMBANTAH (Nyonya SRI
HASTUTI) dan sebidang tanah berikut bangunan terletak di Kelurahan
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Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat,
termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 7166/Jakasampurna, atas
nama PEMBANTAH (Nyonya SRI HASTUTI).

2) PEMBANTAH sebagai pemilik sah atas sebidang tanah berikut
bangunan terletak di Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi
Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, termuat dalam Sertipikat Hak Milik
No. 7165/Jakasampurna, atas nama PEMBANTAH (Nyonya SRI
HASTUTI) dan sebidang tanah berikut bangunan terletak di

Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi,

Jawa Barat, termuat dalam Sertipikat Hak 0.
7166/Jakasampurna, atas nama PEMBANTAH ( SRI
HASTUTI) mohon meletakkan sita jaminan terhada

%m Gugatan

TERBANTAH Il menolak dalii PEMBANTA

Bantahannya butir 21, 22 tersebut k %ERBANTAH Il
mengajukan Permohonan Lelang ter a%t;\ah-tanah jaminan
hutang PEMBANTAH adalah sesuai wa etentuan yang berlaku

o

13,)yang dibuat oleh dan dihadapan
TURUT TERBANTAH X sah mengikat PEMBANTAH dan
TERBANTAH II. Ole & itu tidak beralasan PEMBANTAH yang

keberatan TER Il mengajukan Permohonan Lelang

dan berdasarkan Akta Perjaniji Dengan Memakai Jaminan

No. 01 tanggal 05 Septembe

terhadap tanah- berikut bangunan sengketa dengan alasan

sedang Mukan Gugatan Bantahan a quo sehingga

PEMB 4xmengajukan permohonan Sita Jaminan agar selaku
Pemi ah tidak dirugikan.

D 'I% ANTAH tersebut adalah dalil tanpa dasar hukum dan hanya

lur-ngulur waktu, meskipun PEMBANTAH mendalilkan sedang

Q usaha menjual asset lain diluar jaminan untuk membayar hutangnya.

Namun kenyataannya sampai sekarang PEMBANTAH tidak membayar
hutangnya, justru mengajukan bantahan a quo yang merupakan itikad
buruk PEMBANTAH untuk mengulur-ngulur waktu membayar hutangnya
kepada TERBANTAH II.
Disamping itu pun PEMBANTAH dalam akte dan Sertipikat Hak
Tanggungan terebut sudah menyetujui apabila tidak dapat membayar
hutangnya kepada TERBANTAH |l maka bidang tanah-tanah berikut

bangunan sengketa yang menjadi jaminan hutang, akan di Eksekusi
Lelang.
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Dengan demikian, keberatan PEMBANTAH adalah keberatan tanpa
dasar hukum dan mengulur waktu sehingga justru TERBANTAH |l yang

mengalami_kerugian yang tidak dapat memanfaatkan yang dipinjam

PEMBANTAH yang merupakan dana masyarakat, sedangkan
TERBANTAH Il tetap harus membayar bunganya kepada Deposan dan
Penabung sehingga mohon agar Pengadilan berkenan menolak dalil
PEMBANTAH dan menolak Gugatan a quo.

9. Bahwa TERBANTAH Il menolak dali PEMBANTAH dalam Gugatan
Bantahannya butir 23 yang pada pokoknya mendalilkan Gugatan Bantahan
PEMBANTAH ini cukup beralasan dan didukung pula oleh alat- I@kti
yang sah, maka PEMBANTAH mohon Putusan Uitvoerbaar Bi raad,
walaupun ada banding dan kasasi.

TERBANTAH Il menolak dalil PEMBANTAH dalam G @Bantahannya
butir 23 tersebut karena sebagaimana dalil TER ‘%II diatas, justru
Gugatan Bantahan a quo tidak beralasan da%%dukunq bukti yang

sah. Sebaliknya dalil TERBANTAH |l diduk)uﬁq bukti yang kuat, antara lain
Akta Perjanjian Kredit Dengan Mema% inan No. 01 tanggal 05

September 2013, yang dibuat ant BANTAH dan TERBANTAH I,
oleh dan dihadapan TURUT T H |, Sertipikat tanah-tanah jaminan
hutang dan Sertipikat Pembeban Hak Tanggungan atas tanah-tanah

jaminan hutang adala pakan akte-akte otentik yang mempunyai

4

kekuatan bukti yan

ku%
Oleh kai&g&éak beralasan dalil PEMBANTAH dan TERBANTAH
9

Il mohon _a engadilan berkenan menolak permohonan Putusan
Voorraad, walaupun ada banding dan kasasi yang

PEMBANTAH.

TERBANTAH 1l menolak dalii PEMBANTAH dalam Gugatan

anfahannya butir 24 yang pada pokoknya mendalilkan Gugatan Bantahan

ini timbul karena perbuatan yang dilakukan oleh TERBANTAH |,

TERBANTAH |, TURUT TERBANTAH |, TURUT TERBANTAH Il maka

layak dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul

10.

dalam perkara ini.

TERBANTAH Il menolak dalii PEMBANTAH dalam Gugatan Bantahannya
butir 24 tersebut karena TERBANTAH Il tidak melakukan perbuatan ingkar
janji (wanprestasi) yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Dengan
Memakai Jaminan No. 01 tanggal 05 September 2013, antara PEMBANTAH
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dan TERBANTAH II, yang dibuat oleh TURUT TERBANTAH | sehingga
TERBANTAMH Il tidak dapat dibebankan membayar ganti rugi.
Dan tidak pula TERBANTAH Il melakukan Perbuatan melanggar hukum

karena masalah ganti rugi adalah sebagai akibat perbuatan melanggar
hukum seseorang yang merugikan orang lain, sebagaimana ditentukan
dalam pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada
seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Pasal 1365 KUHPerdata tersebut mensyaratkan 4 unsur seseo V@‘Ig
dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Huku

1- Adanya suatu perbuatan.

2- Perbuatan yang dilakukan tersebut melanggar hu Q

3- Perbuatan yang melanggar hukum tersebuk$'m ulkan kerugian

hukum tersebut dengan kerugia bul.
TERBANTAH II tidak melakukam% tan melanggar hukum terhadap
PEMBANTAH sebagaiman @alam pasal 1365 KUHPerdata.
Igi&A

Kewajiban hukum dari TAH 1l sesuai dengan kepatutan dan

kepada orang lain. %
4- Adanya hubungan sebab akibat an Q? uatan yang melanggar
‘ gj.

kelaziman serta ke
14/15/PBI/2012 te

Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia No.
Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yang
justru kead BANTAH vyang tidak memungkinkan dilakukan
keringan 6)b%bayaran hutang dan atau Restrukturisasi Kredit.

Bem@s%an ketentuan Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/
0

tidak dapat dilakukan Restrukturisasi Kredit terhadap

‘%EANTAH, meskipun PEMBANTAH kesulitan membayar hutangnya

Q%&rena PEMBANTAH tidak memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai
tidak mampu memenuhi kewajibannya setelah kredit distrukturisasi.

Berdasarkan dalil-dali TERBANTAH I diatas, TERBANTAH 1l tidak

melakukan ingkar janji (wanprestasi) atau Perbuatan Melawan Hukum

sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata karena perbuatan
TERBANTAH Il berdasarkan ketentuan Akta Perjanjian Kredit Dengan
Memakai Jaminan No. 01 tanggal 05 September 2013, antara
PEMBANTAH dan TERBANTAH |II, yang dibuat oleh TURUT
TERBANTAH [, vyang justru secara sah berlaku sebagai undang-
undang terhadap PEMBANTAH dan TERBANTAH I1.
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Serta tindakan TERBANTAH Il sesuai dengan ketentuan yang berlaku
yaitu antara lain Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012
tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Dengan demikian dalil PEMBANTAH yang mohon agar TERBANTAH II
membayar ganti rugi adalah tidak beralasan hukum karena TERBANTAH

Il tidak Wanprestasi dan atau melakukan Perbuatan Melawan Hukum
maka akibatnya tidak beralasan PEMBANTAH mohon agar
TERBANTAH |l dihukum secara tanggung renteng bersama dengan
TERBANTAH |, TURUT TERBANTAH | dan TURUT TERBANTAH II

€

untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Justru PEMBANTAH yang wanprestasi membayar hutan pada
TERBANTAH Il dan mengajukan gugatan a quo merup, itikad buruk
PEMBANTAH vyang merugikan TERBANTAH I merupakan

perusahaan yang mengelola uang/dana masyarakat, dimana uang
fasilitas kredit yang TERBANTAH Il berika 9%’EMBANTAH tidak

dapat dikelola, sedangkan TERBANTA %a arus membayar bunga
kepada Deposan dan atau Penabun

Oleh karena itu dalil PEMBANT. daJah dalil tanpa dasar hukum dan
merupakan rekayasa memu AXI an fakta sehingga TERBANTAH I
mohon agar Pengadilan e@ menolak Gugatan Bantahan a quo.
11.Bahwa hal-hal yang tida&énggapi, bukan diakui tetapi karena tidak ada
relevansinya dengan T?A TAH II.

Berdasarkan ﬂ\? diatas, TERBANTAH Il mohon agar Pengadilan
Negeri Bekasi b emutuskan sebagai berikut:

DALAM PRBVJ?’

y
- Mengla \p;nohonan PEMBANTAH untuk menghentikan dan atau
m
S

% kan Pelaksanaan Lelang atas:
idang tanah berikut bangunan terletak di Kelurahan Jakasampurna,

Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, termuat dalam

Sertipikat Hak Milik No. 7165/Jakasampurna, atas nama Nyonya SRI
HASTUTI.

2) Sebidang tanah berikut bangunan terletak di Kelurahan Jakasampurna,
Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, termuat dalam
Sertipikat Hak Milik No. 7166/Jakasampurna, atas nama Nyonya SRI
HASTUTI.
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DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi TERBANTAH II.

2. Menyatakan Gugatan Bantahan tidak dapat diterima.

3. Menghukum PEMBANTAH membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak seluruh Gugatan Bantahan PEMBANTAH.

2. Menghukum PEMBANTAH membayar biaya perkara.

Atau apabila PENGADILAN NEGERI BEKASI berpendapat lain maka kami

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa Turut Terbantah | dan Turut Terbantah 1% ;adir
dan tidak mengajukan jawaban;

A
Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 29 Agustus
2018 Nomor 736/Pdt.Bth/2017/PN.Bks. telah menjatuhkan putusan yang

amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGA D® :
DALAM PROVISI : 6

- Menolak tuntutan Provisi Pemban

DALAM EKSEPSI :
- Menolak Eksepsi Terban(@erbantah Il tersebut untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARK™,

1. Menyatakan Ba ri Pembantah tidak beralasan;

3. Mengh

2. Menyatakan P ntah adalah Pembantah yang tidak benar;
%ﬁnbantah untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam

perka ebesar Rp 1.656.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh enam

Q% iah) ;

Menimbang, bahwa pada saat putusan diucapkan pihak Turut Terbantah
| dan Turut Terbantah Il tidak hadir dipersidangan, maka sesuai dengan relaas
pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor
736/Pdt.Bth/2017/PN.Bks. telah diberitahukan isi Putusan Pengadilan Negeri
Bekasi tanggal 29 Agustus 2018 kepada Turut Terbantah | pada tanggal 19
Nopember 2018, dan kepada Turut Terbantah Il pada tanggal 23 Nopember
2018;
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Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Permohonan
Banding Nomor 736/Pdt.Bth/2017/PN.Bks. Jo. Nomor: 72/Bdg/2018/PN.Bks.
yang ditanda tangani oleh Coriana Julvida Saragih, S.H., M.H. Panitera
Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 10 September 2018,
Pembanding semula Pembantah melalui kuasa hukumnya telah mengajukan
permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor
736/Pdt.Bth/2017/PN.Bks. tanggal 29 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan
Banding Nomor 736/Pdt.Bth/2017/PN.Bks. Jo. Nomor: 72/Bdg/2018/$:s
i

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada masing-ma

Terbanding | semula Terbantah | pada tanggal 18 September 20
Il semula Turut Terbantah | pada tanggal 18 September 20,
semula Turut Terbantah Il pada tanggal 19 September erbanding Il

semula Terbantah Il pada tanggal 20 September 2018, ngan seksama;

Menimbang, bahwa atas permohonan ba tersebut Pembanding
semula Pembantah tidak ada mengajukan me@ nding;

Menimbang, bahwa Terbandin %ua Terbantah Il melalui kuasa
hukumnya telah mengajukan kontr ri banding tanggal 30 Nopember
2018 yang diterima di Kepaniter: Pemgadilan Negeri Bekasi pada tanggal 30

Nopember 2018, surat kontr, mori banding tersebut telah diberitahukan dan

diserahkan kepada piha embanding semula Pembantah melalui kuasa

hukumnya pada tan 7 Desember 2018, dengan seksama;
Menimba afiwa kepada para pihak yang berperkara telah
diberitahukan_u emeriksa berkas (Inzage), sebelum berkas perkara dikirim

ke Pengadilany Tinggi, masing-masing kepada pihak Pembanding semula
‘r%melalui kuasa hukumnya pada tanggal 18 September 2018,

Pem

T %g | semula Terbantah | pada tanggal 18 September 2018, Terbanding
Il semula Turut Terbantah | pada tangal 18 September 2018, Terbanding IV
semula Turut Terbantah |l pada tangal 19 September 2018 dan Terbanding Il

semula Terbantah Il pada tanggal 20 September 2018, dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula

Pembantah telah disampaikan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara
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serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka oleh karena

itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terbanding Il semula Tergugat Il dalam kontra
memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya
sebagai berikut:

Dalam Provisi :
- Bahwa Terbanding Il semula Terbantah Il menolak permohonan banding
yang diajukan oleh Pembanding semula Pebantah pada tangal 10

September 2018 karena merupakan itikat buruk dari Pembanding ula

Pembantah untuk mengulur waktu tanpa dasar yang hanya m
permohonan Lelang yang diajukan Terbanding ii semul antah |l
kepada Terbanding | semula Terbantah I; @

- Bahwa Terbanding Il semula Terbantah I menolak%
emori Banding

nan Banding
Pembanding yang tidak mengajukan permoh
sehingga karenanya terbukti tidak dapat me%? dalil Terbanding Il
semula Terbantah Il sehingga tidak Pembanding semula
Pembantah dalam Gugatan dan Rep} ang mohon tuntutan Provisi
agar Pengadilan memerintahkan% ding | semula Terbantah | dan
Terbanding 1l semula Terb untuk menghentikan dan atau
Hak Milik No. 7165/Ja

Hastuti (Pembandisg 5 la Pembantah), terletak di Jalan K.H Noer Al

membatalkan pelaksan atas Tanah berikut Bangunan Sertifikat
f%puma seluas 137 M2, atas nama Ny. Sri

s Plaza 8 M, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan

(Kalimalang) R
Bekasi Barit Barat dan Tanah berikut Bangunan Sertifikat Hak Milik

No.716 sdmpurna, seluas 30 M2, atas nama Ny. Sri Hastuti
(Pem g semula Pembantah), terletak di Jalan K.H.Noer Ali
{@%ng) Ruko Tunas Plaza 8 N, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan

% si Barat, Jawa Barat;

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa Terbanding Il semula Terbantah Il menolak Permohonan Banding
Pembanding yang tidak mengajukan permohonan Memori Banding
sehingga karenanya terbukti tidak dapat membantah dalil Terbanding Il
semula Terbantah Il sehingga tidak benar dalil Pembanding semula
Pembantah dalam Gugatan dan Repliknya yang mendalilkan Pembanding
semula Pembantah mengakui telah menjaminkan ketiga asset miliknya

sebgai jaminan hutang kepada Terbanding Il semula Terbantah Il

dihadapanTurut Terbanding | semula Turut Terbantah | sebagaimana Akta
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Perjanjian Kredit dengan Jaminan No. 01 tanggal 05 September 2013,
tetapi harus dilaksanakan dengan itikat baik (in good faith), artinya tidak
melanggar kepatutan dan keadilan. Pada perkara a quo, pelaksanaan lelang
oleh Terbanding | semula Terbantah | atas obyek sengketa milik
Pembanding semula Pembantah karena telah lalai memenuhi
kewajibannya kepada Terbanding Il semula Terbantah Il, karena belum
memberikan kepastian permohonan keringanan dan restrukturisasi hutang
yang diajukan Pembanding semula Pembantah;

Terbanding Il semula Terbantah Il menolak dalii Pembanding semula
Pembantah dalam gugatan Repliknya tersebut karena Terbandin @

Terbantah Il telah, memberikan fasilitas kredit kepada Pemba
Pembantah yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Memakai
Jaminan No.01 tanggal 05 September 2013 yang dibua n dihadapan
Turut Terbanding |, dengan Jaminan 2 bidang Tan ‘% termuat dalam
Sertifikat Hak Milik No.7165/Jakasampur Hak Milik No.
7166/Jakasampurna, yaitu fasilitas kredit ’Nxm oan(TL) sampai jumlah

pokok setinggi-tingginya Rp. 4.000.000 (@
Terbanding Il semula Terbantah enolak dalil Pembanding semula

pat milliard rupiah);

Pembantah dalam gugatan Repli rsebut karena Terbanding Il semula

Terbantah Il telah, memberika silitas kredit kepada Pembanding semula
Pembantah yang dituan lam Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai
Jaminan No.01 tanggal

Turut Terbandin xgﬁ

semula Terb [”’memberikan kepada Pembanding semula Pembantah

fasilitas kre rm Loan (TL) sampai jumlah pokok setinggi-tingginya
.000,- (empat milliard rupiah), tetapi jaminan pelunasan

Rp. 0.
g%‘%embanding semula Pembantah bukan hanya 2 bidang tanah

ptember 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan
la Turut Terbantah |, yang mana Terbanding Il

% bangunan diatasnya yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik No.
65/Jakasampurna dan Sertifikat Hak Milik No. 7166/Jakasampurna,
sebagaimana dalil Pembanding semula Pembantah, tetapi Pembanding
semula Pembantah memberikan jaminan hutang dengan 3 bidang tanah
berikut bangunan diatasnya, yaitu :
1) Sebidang tanah berikut bangunan terletak di Kelurahan
Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat,
termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 7165/Jakasampurna, atas

nama Pembanding semula Pembantah (Nyonya Sri Hastuti);
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2) Sebidang tanah berikut bangunan terletak di Kelurahan
Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat,
termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 7166/Jakasampurna, atas
nama Pembanding semula Pembantah (Nyonya Sri Hastuti);

3) Sebidang tanah berikut bangunan terletak di Kelurahan Nagrak,
Kecamatan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, termuat dalam
Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2254/Nagrak, atas nama

Pembanding semula Pembantah (Nyonya Sri Hastuti);

Pembanding semula Pembantah yang tidak mengajukan Memori

- Bahwa Terbanding Il semula Terbantah |l menolak permohonan Banding
éné’ g

sehingga karenanya terbukti tidak dapat membantah dalil ing Il
semula Terbantah Il sehingga tidak benar dalil Pe semula
Pembantah dalam gugatan Repliknya yang meminta da visi Gugatan

Bantahan supaya tidak melaksanakan Lelang te% obyek sengketa

sampai adanya putusan pengadilan yang
mengingat bilamana seandainya gugatan: ntalvan dikabulkan, namun

obyek sengketa yang menjadi jamin aky'anggungan sudah dilelang,
tentu hal ini akan menimbulkan mas Q}
Il menolak permohonan Banding

- Bahwa Terbanding Il semula a
Pembanding semula Pembanta ng tidak mengajukan Memori Banding

sehingga karenanya terO%Aidak dapat membantah dalil Terbanding Il

semula Terbantah II%& gga tidak benar dalil Pembanding semula

Pembantah dala an Repliknya yang mendalilkan gugatan Bantahan

atan hukum tetap,

u;

Pembanding Pembantah ini cukup beralasan dan didukung oleh
alat-alat-bu ng sah, maka Pembanding semula Pembantah mohon
@/oebaar Bij Voorrraad, walaupun ada banding dan kasasi;

- % erbanding Il semula Terbantah Il menolak permohonan Banding

epba

putu

g nding semula Pembantah yang tidak mengajukan Memori Banding
hingga karenanya terbukti tidak dapat membantah dalil Terbanding Il
semula Terbantah Il sehingga tidak benar dalil Pembanding semula
Pembantah dalam gugatan Repliknya yang mendalilkan Gugatan Bantahan
ini timbul karena perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding | semula Turut
Terbantah |, Turut Terbanding Il semula Turut Terbantah Il, maka layak
dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara.Terbanding Il semula Terbantah Il menolak dalil Pembanding
semula Pembantah dalam gugatan dan Repliknya tersebut karena
Terbanding Il semula Terbantah Il tidak melakukan perbuatan ingkar janiji
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(wanprestasi) yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Dengan
Memakai Jaminan No. 01 tanggal 05 September 2013, antara Pembanding
semula Pembantah dan Terbanding Il semula Terbantah IlI, yang dibuat
oleh Turut Terbanding | semula Turut Terbantah | sehingga Terbanding Il
semula Terbantah Il tidak dapat dibebankan membayar ganti rugi;

- Bahwa hal-hal yang ditanggapi, bukan diakui tetapi karena tidak ada
relevansinya dengan Terbanding Il semula Terbantah II;

Berdasarkan dalil-dalil diatas , Terbanding Il semula Terbantah diatas mohon

menghentikan atau membatalkan Pelaksanaan Lelang 2

1. Sebidang tanah berikut bangunan terlet Kelurahan
Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Ko ‘%, termuat dalam
Sertifikasi Hak Milik No. 7165/Jakasampu %nama Nyonya Sri
Hastuti (Pembanding semula Pemba ;

agar Pengadilan Tinggi Bandung berkenan memutuskan sebagai berikut
DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan Pembanding semula Pembag

2. Sebidang tanah berikut b na terletak di  Kelurahan
Jakasampurna, Kecamatan B i Barat, Kota Bekasi, termuat dalam
Sertifikasi Hak Milik No. 7, ‘%sampurna, atas nama Nyonya Sri
Hastuti (Pembanding e@%mbantah);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohona

ding dari Pembanding semula Pembantah;

2. Menguatkan an Pengadilan Negeri Bekasi Nomor

bandjng ter ;
3. M @m Pembanding semula Pembantah membayar biaya perkara;
b%

Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain, maka kami mohon

Ata@
p’%a yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca
serta memperhatikan dengan seksama kontra memori banding yang diajukan
oleh Terbanding Il semula Terbantah Il tersebut, Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi berpendapat bahwa pada pokoknya tidak terdapat hal-hal baru yang
dikemukakan dalam kontra memori banding tersebut melainkan hanya
pengulangan saja tentang hal-hal yang telah dikemukakan dalam persidangan
tingkat pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam pemeriksaan

di tingkat banding;
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Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca
mempelajari, meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi
putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 736/Pdt.Bth/2017/PN.Bks. tanggal
29 Agustus 2018, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa
pertimbangan hukum dan alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam
putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan dan alasan-
alasan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan alasannya
sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini

ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbanga %ut

diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 7 G/2017/
PN.Bks. tanggal 29 Agustus 2018, dapat dipertahankan dan ikdatkan;
Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembandi la Pembantah

tetap berada di pihak yang dikalahkan sesuai dengan.ke an Pasal 181 HIR
baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama mau&Pp ingkat Banding, maka

biaya dalam kedua tingkat pengadilan dibebar@

Mengingat, peraturan hukum r@mdang-undangan yang berlaku
khususnya Undang-Undang Nomo\ ahun 2009 Tentang Kekuasaan
o)

Q& 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undan or 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Jawa Dan Madura sex erdata.
?»D MENGADILI:
1. %&a permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah

but;
&enguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi  Nomor
736/Pdt.Bth/2017/PN.Bks. tanggal 29 Agustus 2018 yang dimohonkan

banding tersebut;

adanya;

Kehakiman jo. Undang-Undan

3. Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding
ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari : Jumat tanggal 8 Februari 2019,

oleh kami: Subaryanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan
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Sir Johan, S.H., M.H. dan Tani Ginting, S.H., M.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari: Senin tanggal 11 Februari
2019, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dengan
dibantu oleh: Saleha, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Bandung, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-hakim anggota, Hakim Ketua,
ttd. ttd. 6
Sir Johan, S.H., M.H. Subaryant . .H.

ttd. ‘%
Tani Ginting, S.H., M.H. \%nitera Pengganti,

ttd.

&

Perincian biaya perkara :

- Biaya mater@ .......... Rp. 6.000,00
] Biaya;@ .................. Rp. 5.000,00

- %} emberkasan......... Rp. 139.000,00
% ah ... Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
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